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Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RUU TENTANG RDPU tanggal 9 Februari 2023, Komisi I Dalam rangka
PENGESAHAN DPR RI dengan Pakar/Akademisi/ mendapatkan masukan
TREATY ON THE LSM: terkait Rancangan
PROHIBITION OF 1. Drs. Muhadi Sugiono, M.A (Peneliti Undang-Undang tentang
NUCLEAR WEAPONS Institute of International Studies (I1S)- Pengesahan Treaty on the
(TRAKTAT UGM); Prohibition of Nuclear
MENGENAI 2. Dr. Intan Inayatun Soeparna S.H. Weapons (Traktat
PELARANGAN M.Hum. (Pakar Hukum Nuklir-Fakultas | mengenai Pelarangan
SENJATA NUKLIR) Hukum-UNAIR); Senjata Nuklir).

3. Dr. Kusnanto Anggoro (Pengamat
Politik-UI);

4. Dr. Muhammad Rifqi Muna M Defstud.
(Peneliti Pusat Penelitian Politik- LIPI).

2. | RUU TENTANG Rapat Kerja tanggal 13 Februari 2023, Dalam rangka
PERUBAHAN KEDUA | Komisi I DPR RI dengan Pemerintah mendapatkan Penjelasan
ATAS UNDANG- (Menkominfo, Menkumham). Pemerintah terhadap
UNDANG NOMOR 11 Rancangan Undang-
TAHUN 2008 Undang (RUU) tentang
TENTANG Perubahan Kedua atas
INFORMASI DAN Undang-Undang Nomor 11
TRANSAKSI Tahun 2008 tentang
ELEKTRONIK (ITE) Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE).




Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

2) Binda Sumatera
Barat
3) Binda NTB

Tanggal 17-20
Februari 2023.

1. Provinsi Aceh, dalam rangka mengetahui:

1) Deteksi dini dan cegah dini tahapan
pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di
Aceh;

2) Deteksi dini dan cegah dini situasi
terkini di Aceh; dan

3) Deteksi dini dan cegah dini 17 tahun
paska perdamaian di Aceh.

2. Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka
mengetahui:

1) Deteksi dini dan cegah dini tahapan
pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di
Sumatera Barat; dan

2) Deteksi dini dan cegah dini situasi
terkini di Sumatera Barat.

3. Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam
rangka mengetahui:

1) Deteksi dini dan cegah dini tahapan
pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di
Nusa Tenggara Barat; dan

2) Deteksi dini dan cegah dini situasi
terkini di Nusa Tenggara Barat.

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | BIN 1) Binda Aceh Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke:




Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |27 RUU tentang a. Penyusunan Rapat Dengar Pendapat |1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja
Kabupaten/Kota di | b. Pembahasan Komisi II DPR RI dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI yang telah
Provinsi Aceh, c. Harmonisasi; | Kepala Badan Keahlian berhasil menyusun draft Naskah
Provinsi Sumatera | d. Prolegnas; DPR RI, dengan agenda .
. . . Akademik (NA) dan Rancangan Undang-
Utara, dan Provinsi | e. Pemantauan pemaparan terkait draf d UU) kab Kota ki
Kepulauan Bangka & peninjauan. | Rancangan Undang- undang (UU) kabupaten/kota uStelf
Belitung Undang Kabupaten/Kota. | Pertama sebanyak 27 NA dan RUU di
Hari Senin, 13 Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan
Februari 2023. Bangka Belitung, yaitu:

a. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Besar,
Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh.,
Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten
Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara,
Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten
Aceh Selatan.

b. Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten
Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai,
Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang,
Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan,
Kabupaten Labuhanbatu, Kota
Tanjungbalai, Kabupaten Tapanuli
Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah,




Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota
Pematangsiantar, Kabupaten
Simalungun dan Kabupaten Nias, Kota
Sibolga.

c. Provinsi Kep. Bangka Belitung: Kota
Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka dan
Kabupaten Belitung.

. Komisi II DPR RI mengharapkan BK DPR

RI dan jajaran bisa menyelesaikan cluster
2-10 pada Tahun 2023 ini dengan target
penyelesaian sebanyak 244 NA dan RUU
Kabupaten/Kota se-Indonesia.

8 RUU tentang
Provinsi (Provinsi
Sumatera Utara,
Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi
Jawa Timur,
Provinsi Maluku,
Provinsi
Kalimantan
Tengah, dan
Provinsi Bali)

Penyusunan
Pembahasan
Harmonisasi;
Prolegnas;
Pemantauan
& peninjauan.

>0 TP

Hari Senin, 13
Februari 2023.

Rapat Kerja Tingkat I
Komisi II DPR RI dengan
DPD RI, Menteri Dalam
Negeri RI, Menteri
Keuangan RI, Menteri
PPN/Bappenas RI, dan
Menteri Hukum dan HAM
RI, dengan agenda
pengantar ketua,
penjelasan/keterangan
DPR RI atas RUU tentang
Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa

. Komisi II DPR RI telah mendengarkan

pendapat/pandangan dari Menteri Dalam
Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI
terhadap 8 (delapan) RUU tentang Provinsi
(Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku,
Kalimantan Tengah, dan Bali).

. Pemerintah menyerahkan Daftar

Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II
DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.

. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan

Panja Pembahasan 8 (delapan) RUU
tentang Provinsi (Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Timur, Provinsi Maluku, Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan
Provinsi Kalimantan Tengah, dan Bali).
Tengah, dan Provinsi
Bali,

pengantar/pandangan
Pemerintah dan DPD RI
terhadap RUU tentang 8
(delapan) RUU Provinsi
tersebut, penyerahan
Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM), dan
pembentukan Panja.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KPURI a. Pelaksanaan | Rapat Dengar Pendapat 1. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu
undang- Umum Komisi II DPR RI 2024.
undang; dengan DPRD Provinsi - Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
b. Pelaksanaan | Sumatera Barat, dengan sudah ditetapkan secara bersama
keuangan agenda penyampaian antara DPR RI, Pemerintah, KPU,
negara; aspirasi terkait persiapan Bawaslu, dan DKPP yakni Pemilu 14
dan/atau Pemilu dan Pilkada Tahun Februari 2024 dan Pilkada 27
c. Kebijakan 2024, hari Kamis, 9 November 2024.
pemerintah. Februari 2023. - Produk hukum PKPU dan Perbawaslu
setiap Tahapan sudah disetujui oleh
Komisi II DPR RI.
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(09 - 28 Februari 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

- Presiden Republik Indonesia pada
tanggal 12 Desember 2024 telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Nomor 1 tahun 2022 sebagai
perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Saat ini Komisi II
DPR RI masih menunggu amanah dari
Bamus tentang penugasan kepada
Komisi II DPR RI untuk membahas
PERPPU tersebut bersama dengan
Wakil Pemerintah yang ditunjuk oleh
Presiden.

2. Tentang UU Nomor 17 Tahun 2022

tentang Provinsi Sumatera Barat.

- Komisi II DPR RI sudah menjadikan
aspirasi masyarakat Sumatera Barat
yakni Falsafah Minangkabau: Adat
bersandi Syara, Syara bersandi
Kitabulla” sudah masuk dalam Norma
Hukum UU.

- Terhadap aturan hukum turunan dari
UU tersebut, tidak ada ketentuan yang
mengharuskan Pemerintah membuat
Peraturan Pemerintah, dan apabila




Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Pemerintah membuat PP turunan UU
juga sangat bagus, tetapi dapat juga
dibuat aturan turunannya berupa
Peraturan Daerah Provinsi antara
DPRD Provinsi dan Gubernur.

3. Permasalahan Alokasi Kursi dan Daerah

Pemilihan Pemilu 2024.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Republik Indonesia
Nomor 80/PUU-XX/2022 juga telah
memutuskan mengabulkan sebagaian
gugatan uji materil tentang pengalokasian
dan penentuan dapil DPR RI dan DPRD
Provinsi menjadi wewenang KPU RI yang
diatur melalui PKPU, Dalam Raker dan
RDP Komisi II DPR RI tanggal 6 Februari
2023 Komisi II DPR RI, Menteri Dalam
Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI
secara Bersama menyetujui atas
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (R-PKPU) tentang Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

7
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KEMENTERIAN/ OBJEK

NO LEMBAGA PENGAWASAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

Tahun 2024 beserta lampirannya yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
PKPU, beserta Rancangan Daerah
Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan
DPR Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024
beserta peta daerah pemilihan dan
selanjutnya dapat dilihat pada PKPU
Nomor 6 Tahun 2023.

4. Permasalahan Sistem Pemilu
Sistem pemilu Proporsional terbuka yang
saat ini eksisting berjalan sesuai dengan
UU Nomor 7 Tahun 2017, realitas hari ini
ditengah-tengah tahapan Pemilu 2024
berjalan terjadi adanya Uji Materil
terhadap masalah sistem Pemilu
terutama menyangkut Pasal 168 ayat (2)
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Terlepas adanya Uji Materil UU Pemilu
tentang pengajuan ke MK untuk meminta
dirubahnya Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka menjadi Sistem Pemilu
Proporsional tertutup, secara bersama
juga Komisi II DPR RI dengan Menteri
Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan
DKPP RI telah menyepakati dalam Rapat
Kerja dan RDP Komisi Il bahwasanya
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KEMENTERIAN/ OBJEK

NO LEMBAGA PENGAWASAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

menyepakati bersama bahwa
pelaksanakan Pemilu 2024 tetap
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
dimana di dalamnya jelas secara
mengatur tentang Sistem Pemilu
proporsional terbuka, sebelum adanya
Perubahan atas UU Pemilu maupun
belum adanya Putusan MK terbaru
menyangkut uji materi Sistem
Proporsional tertutup diterima oleh MK
RI.

5. Permasalahan Pemekaran Nagari di
Sumbar menjadi 1264 Nagari
Kementerian Dalam Negeri sudah
berkomitmen untuk tidak melakukan
pemekaran Kecamatan maupun
pemekaran Nagari mulai bulan Juni 2022
ketika Tahapan Pemilu mulai berjalan,
dibutuhkan penjelasan dari Dirjen Adwil
Kemendagri terhadap permasalahan
pemekaran Nagari karena akan
memengaruhi anggaran Pemilu di
Sumbar, karena akan banyak menambah
TPS dan penambahan panitia Ad Hoc
Pemilu dan lain-lain.
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KEMENTERIAN/ OBJEK

NO LEMBAGA PENGAWASAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

6. Permasalahan Tenaga Honorer di
Lembaga KPU dan Bawaslu
untuk Tenaga Honorer Bawslu, Komisi II
DPR RI sudah pernah menerima pada
RDPU. BKN sudah melakukan pendataan
Tenaga Honorer di Indonesia.
Penyelesaian Tenaga Honorer secara
umum akan disampaikan oleh Menteri
PAN RB dalam waktu dekat, Mengingat
batas akhir legalitas Tenaga Honorer
jatuh pada tanggal 28 November 2023,
sementara Tahapan Pemilu lagi berjalan
dan akan memengaruhi SDM dan kerja
Penyelenggara Pemilu apabila tidak ada
solusinya, Komisi II DPR RI akan melihat
perkembangan ke depan dan akan
memperjuangkan Tenaga Honorer untuk
menjadi ASN.

2. | Kementerian a. Pelaksanaan | Rapat Dengar Pendapat 1. Komisi II DPR RI sebagai Lembaga
ATR/BPN dan undang— Umum Komisi II DPR RI Leglslatlf posisinya Sebagai mediator
Kementerian undang; dengan Forum Masyarakat
PAN&RB b. Pelaksanaan | Saentis Bersatu, LO J.M & M .
; asyarakat, oleh karena itu seluruh
keuangan Partners, Rusmin Effendy
negara, & Associates, Forum Guru p.ermasa.lahan pertanahan yang
dan/atau Prioritas Pertama Negeri disampaikan pada Rapat Dengar
c. Kebijakan dan Swasta, Kepala Pendapat Komisi Il DPR RI akan
pemerintah. Pemerintahan Adat Suku ditindaklanjuti pada Rapat Kerja bersama

antara kepentingan Pemerintah dan

10




Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Anak dalam Kejasung, Kementrian ATR / BPN RI dan/atau

Hari Kamis, 9 Suhindar, dan Masyarakat lembaga terkait.

Februari 2023. Dusun Tanjung Marulak, | 5 Terkhusus Suku Anak dalam agar lebih
dengan agenda diperhatikan mengingat ini merupakan
penyampalan aspirasi kasus spesifik (kearifan lokal) yang
terkait pertanahan dan membutuhkan perhatian Pemerintah.
penuntasan penempatan | 3 Terkait permasalahan yang disampaikan
guru lolos passing grade Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan
prioritas utama. Swasta, Komisi II DPR RI akan

menyampaikan pada Rapat Kerja/RDP
dengan Kementerian PAN&RB dan/atau
mitra terkait.
3. | Pemerintah Kab. a. Pelaksanaan | Kunjungan Kerja Spesifik | Terkait tahapan Pemilu Serentak Tahun

Purwakarta, undang- Komisi II DPR RI ke 2024.

Pemerintah Kota undang; Kabupaten Purwakarta,

Serang, b. Pelaksanaan | Kota Serang, dan Kota

Pemerintah Kota keuangan Bogor.

Bogor, KPU negara;

Provinsi Jawa dan/atau

Barat, KPU c. Kebijakan

Provinsi Banten, pemerintah.

Bawaslu Provinsi

Jawa Barat, Pada tanggal 14

Bawaslu Provinsi — 16 Februari

Banten, KPU 2023.

Kab/Kota.

4. | Seluruh mitra a. Pelaksanaan | Kunjungan Kerja Komisi II | Membicarakan terkait tahapan pemilu
Komisi II DPR RI undang— DPR RI pada Reses Masa serentak tahun 2024, permasalahan
undang; Persidangan III Tahun pertanahan, ASN/honorer, dll.
Sidang 2022-2023 ke

11
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

b. Pelaksanaan | Provinsi Kalimantan
keuangan Timur, Provinsi Sulawesi
negara; Selatan pada tanggal 17 -
dan/atau 21 Februari 2023 dan

c. Kebijakan Provinsi Sumatera Utara.
pemerintah.

Pada tanggal 1 —
S5 Maret 2023.

12
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A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan - Komisi III DPR RI masih menunggu RUU Usul Inisiatif Komisi
RUU tentang PENYADAPAN draf RUU tentang Penyadapan yang III DPR RI
masih disusun oleh Tim Badan
Keahlian DPR RI.
2. Penyusunan --- Tim Badan Keahlian DPR RI masih Amanat Pasal 43J UU
Rancangan Peraturan DPR memperbaiki Rancangan Peraturan Nomor 5 Tahun 2018
RI tentang Pembentukan DPR RI tentang TPPT berdasarkan tentang Penetapan
Tim Pengawas masukan Komisi III tanggal 31 Peraturan Pemerintah
Pemberantasan Terorisme Januari 2023. Pengganti Undang-Undang
(TPPT) Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan
Tindak Pdana Terorisme.
3. Pembahasan Rapat Intern | Berdasarkan Keputusan Rapat Intern | ---
RUU tentang HUKUM Komisi III Komisi III DPR RI tanggal 11 Januari
ACARA PERDATA DPR RI 2023, bahwa Komisi III masih
(selanjutnya disebut tanggal menunggu kesiapan Pemerintah
dengan 11 Januari | dalam melakukan Pembahasan RUU
RUU tentang HAPER) 2023. tentang Haper.

13
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

4.

Pembahasan

RUU tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang
NARKOTIKA

(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang NARKOTIKA)

Rapat Panja,
tanggal
6 Februari
2023.

Rapat Intern
Komisi I1I
tanggal 9
Februari

2023

Pada tanggal 6 Februari 2023
Anggota Panja bersama dengan
Pemerintah melakukan Pembahasan
DIM.

Pada saat itu pihak Pemerintah,
dalam hal ini Wamenkumham,
memberikan penjelasan terkait
dengan penyempurnaan RUU tentang
Narkotika yang akan
menggabungkan UU Psikotropika
dengan RUU tentang Narkotika. Dari
penjelasan Wamenkumham tersebut,
Ketua dan Anggota Panja
menyepakati bahwa Panja akan
melaporkannya dalam Rapat Intern
Komisi III DPR RI.

Ketua Panja RUU tentang Narkotika
melaporkan perkembangan
pembahasan RUU tentang Narkotika
dalam Rapat Intern Komisi III tanggal
9 Februari 2023.

Dalam Laporannya, Panja meminta
persetujuan Komisi IIIl mengenai
penyempurnaan draf RUU tentang
Narkotika yang akan dilakukan oleh
pihak Pemerintah, yaitu
penggabungan UU psikotropika
dengan RUU tentang Narkotika.

DIM RUU tentang

Narkotika terdiri dari 360

DIM, dengan perincian

sebagai berikut:

a. DIM Substansi
berjumlah 178;

b. DIM Substansi Baru
berjumlah 93;

c. DIM Minta Penjelasan
berjumlah 10;

d. DIM Redaksional
berjumlah 13; dan

e. DIM Tetap berjumlah
66.
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Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Komisi III DPR RI menerima laporan
Panja dan menyetujui usul
pemerintah untuk penggabungan UU
psikotropika dan RUU tentang
Narkotika serta penyempurnaan draf
RUU yang akan dilakukan oleh
Pemerintah, dan menyetujui akan
mengagendakan Raker dengan
Pemerintah mengenai
penyempurnaan draf RUU tentang
Narkotika pada Masa persidangan IV
Tahun Sidang 2022-2023 yang akan
datang.

Pembahasan

RUU tentang Perubahan
Keempat atas UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang
MAHKAMAH KONSTITUSI
(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang MAHKAMAH
KONSTITUSI)

Rapat Intern
Komisi III
tanggal 9

Berdasarkan Keputusan Rapat
Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
tanggal 7 Februari 2023 dan
dituangkan dalam surat Pimpinan
DPR RI Nomor
T/104/PW.01/02/2023 tanggal 7
Februari 2023 perihal Penugasan
untuk membahas RUU tentang
Perubahan Keempat atas UU Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, bahwa pembahasan RUU
dimaksud diserahkan kepada Komisi
III DPR RI.

Surat Presiden Nomor R-
61/Pres/11/2022 tanggal 28
November 2022 menugaskan
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(09 - 28 Februari 2023)

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Februari Menkopolhukham dan Menkumham
2023. baik bersama-sama maupun sendiri-

Rapat Kerja
Komisi I1I
dengan
pemerintah
tanggal
15 Februari
2023.

sendiri untuk mewakili Pemerintah
dalam pembahasan RUU tentang
Mahkamah Konstitusi dengan DPR
RI.

Atas dasar penugasan tersebut,
Komisi III menindaklanjuti dengan
melaksanakan Rapat Intern pada
tanggal 9 Februari 2023
membicarakan rencana pembahasan
RUU tentang Mahkamah Konstitusi.
Keputusan Rapat Intern Komisi III
DPR RI yaitu Komisi III akan
melaksanakan Raker pembahasan
Tingkat I dengan Pemerintah pada
hari Rabu tanggal 15 Februari 2023.

Rapat Kerja Pembahasan Tk. I Komisi

III dengan Pemerintah dilaksanakan

pada tanggal 15 Februari 2023.

Raker dihadiri Menkopolhukham dan

Menkumham dalam hal ini diwakili

oleh Wamenkumham.

Agenda:

1. Penjelasan Pimpinan Komisi III
DPR atas RUU tentang Perubahan
Keempat MK

DIM RUU tentang

Mahkamah Konstitusi

yang telah disampaikan

oleh Pemerintah sebanyak

71 DIM, dengan rincian

sebagai berikut:

1. DIM yang bersifat
TETAP : 40 DIM;

2. DIM yang bersifat
REDAKSIONAL : 4 DIV;
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(09 - 28 Februari 2023)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

5.

6

Pandangan Pemerintah atas RUU
tentang Perubahan Keempat MK;

. Membahas jadwal dan rencana

kerja;

Penyerahan DIM dari Pemerintah
ke Komisi III DPR RI;
Pembentukan Panja

Lain-lain.

Keputusan Raker:

1. Menyetujui jadwal dan rencana

kerja RUU tentang Mahkamah
Konstitusi.

. Menyetujui pembahasan DIM

dilakukan pada tingkat Panja.

. Menyetujui pembentukan Panja

RUU tentang Mahkamah
Konstitusi.

. Menyetujui Ketua Panja yaitu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp.
Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H.,
M.Hum.

3. DIM yang bersifat
SUBSTANSI : 8 DIM;
dan

4. DIM yang bersifat
SUBSTANSI BARU : 19
DIM.

Sedangkan jumlah DIM di
dalam Penjelasan RUU
tentang Mahkamah
Konstitusi sebanyak 13
DIM, dengan perincian:

1. DIM yang bersifat
TETAP : 8 DIM;

2. DIM yang bersifat
SUBSTANSI : 4 DIM;
dan

3. DIM yang bersifat
SUBSTANSI BARU : 1
DIM.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK

s LEMBAGA PENGAWASAN Bl

1. | Komisioner Komisi | Membahas: Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Komisi
Pemberantasan 1. Evaluasi kinerja Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan tanggal 9 Februari
Korupsi (KPK) dan capaian KPK | 2023 dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp Ir. Bambang

Tahun 2022. Wuryanto, M.B.A.
2. Rencana Kerja di
Tahun 2023, Kesimpulan Rapat:
program prioritas, | 1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan capaian kinerja KPK
dan strategi dalam pada tahun 2022 dan mendukung Rencana Kerja dan Program
pencapaiannya Prioritas KPK di tahun 2023 yang searah dengan tujuan
beserta DIPA pembangunan nasional dan roadmap pemberantasan korupsi.
tahun 2023. 2. Komisi III DPR RI meminta KPK untuk meningkatkan upaya
pencegahan dan penindakan korupsi secara simultan dan
Raker tanggal pelaksanaan monitoring guna menyelamatkan keuangan dan
9 Februari 2023 aset negara serta mencegah kerugian negara.

3. Komisi III DPR RI meminta KPK untuk meningkatkan
pemantauan dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum
untuk peningkatan efektivitas penanganan perkara korupsi, dan
koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan instansi
dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik.

2. | Kepala Badan Membahas: Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Nasional
Nasional 1. Evaluasi kinerja penanggulangan Terorisme (BNPT) dilaksanakan tanggal 13
Penangulangan dan capaian Februari 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp Ir.
Terorisme (BNPT) BNPT Tahun Pangeran Khairul Saleh, M.M.

2022.

2. Rencana Kerja di | Kesimpulan Rapat:
Tahun 2023,
program prioritas,
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Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

Pelaporan dan
Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)

1. Evaluasi kinerja
dan capaian
PPATK Tahun
2022.

2. Rencana Kerja di
Tahun 2023,
program prioritas,
dan strategi
dalam
pencapaiannya
beserta DIPA
tahun 2023.

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT
dan strategi 1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan Kepala BNPT terkait
dalam dengan hasil kinerja pada tahun 2022 dan Program Kerja serta
pencapaiannya target BNPT di tahun 2023.
beserta DIPA 2. Komisi IIT DPR RI meminta BNPT untuk meningkatkan kembali
tahun 2023. pendekatan Pencegahan Terorisme khususnya terhadap
kelompok dan daerah rawan maupun wilayah siber, dengan
Raker tanggal tetap meningkatkan pendeteksian dini serta melakukan
13 Februari 2023. koordinasi dalam penindakan terhadap potensi aksi teror
bersama aparat keamanan lainnya.

3. Komisi IIT DPR RI mendukung upaya BNPT untuk
mengoptimalkan strategi kerja sama melalui kemitraan dan
sinergisitas dengan seluruh instansi terkait dan elemen
masyarakat, serta kerja sama internasional dalam rangka
meningkatkan efektivitas program penanggulangan terorisme di
Indonesia dan mendukung peningkatan kesejahteraan
penyintas, kelompok rentan dan terpapar.

3. | Kepala Pusat Membahas: Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilaksanakan tanggal 14
Februari 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp Ir.
Pangeran Khairul Saleh, M.M.

Kesimpulan Rapat:

1.

Komisi III DPR RI menerima penjelasan Kepala PPATK terkait
evaluasi dan target kinerja PPATK tahun 2022 serta rencana
kerja dan program prioritas PPATK tahun 2023.

Komisi III DPR RI mendukung pelaksanaan rencana kerja dan
program prioritas PPATK pada tahun 2023, terutama dalam
upaya optimalisasi penerimaan negara dan penyelamatan
keuangan negara.
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Daerah;

. Kepala Kejaksaan

Tinggi;

. Kepala BNN

Provinsi;

. Kepala Kantor

Wilayah
Kemenkumham;

. Ketua Pengadilan

Tinggi;

. Ketua Pengadilan

Tinggi Agama;

. Ketua Pengadilan

Tata Usaha
Negara.

Reses Masa
Persidangan III
Tahun Sidang 2022-
2023.

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT
3. Komisi IIT DPR RI meminta PPATK untuk meningkatkan
Raker tanggal pemantauan dan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi
14 Februari 2023. mencurigakan di bidang korupsi, perjudian, narkotika dan
pertambangan yang termasuk dalam kejahatan lingkungan
hidup (Green Financial Crime), yang berkaitan dengan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
4. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk menyampaikan
jawaban secara tertulis ke Sekretariat Komisi III DPR RI paling
lambat tanggal 20 Februari 2023.
4. . Kepala Kepolisian | Kunjungan Kerja Komisi III melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan

[II Tahun Sidang 2022-2023 ke 3 (tiga) daerah, yaitu:

1. Provinsi Maluku Utara, tanggal 20 s.d. 24 Februari 2023.

2. Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 s.d. 24 Februari 2023.
3. Provinsi Papua Barat, tanggal 01 s.d. 05 Maret 2023.
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D. TUGAS KHUSUS

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Calon Hakim Agung
dan Hakim Ad Hoc pada
Mahkamah Agung RI
Tahun 2022/2023

Calon Hakim Agung :

1.

2.

Sukri Sulumin, S.H.,
M.H. (Kamar Pidana);
Annas Mustaqim,
S.H., M.Hum. (Kamar
Pidana);

. Dr. Lucas Prakoso,

S.H., M.Hum. (Kamar
Perdata);

. Dr. H. Imron

Rosyadi, S.H., M.H.
(Kamar Agama);

. Hj. Lulik Tri

Cahyaningrum, S.H.,
M.H. (Kamar TUN);

. Dr. Triyono

Martanto, S.H., S.E.,
Ak., CA.,, M.M.,
M.Hum. (Kamar TUN
Khusus Pajak).

Rapat Intern
Komisi III tanggal
9 Februari 2023

Ketua Komisi Yudisial RI telah mengirim surat
kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III
DPR RI Nomor 344 /PIM/RH.01.07/02/2023
tanggal 3 Februari 2023 perihal Pengajuan Nama
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada
Mahkamah Agung Tahun 2022/2023.

Surat tersebut dibahas dalam Rapat Konsultasi
Pengganti Rapat Bamus tanggal 7 Februari 2023
dan memutuskan bahwa pembahasan terhadap
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada
Mahkamah Agung Tahun 2022/2023 diserahkan
oleh Komisi III DPR RI dan hasil pembahasannya
dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI, hal ini
tertuang dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor
T/105/PW.11.01/02/2023 tanggal 7 Februari
2023 Hal : Penugasan untuk membahas Calon
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah
Agung Tahun 2022 /2023.

Atas dasar penugasan tersebut, pada tanggal 9
Februari 2023 Komisi III melakukan Rapat Intern
membahas rencana kegiatan uji kelayakan (fit and
proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
pada Mahkamah Agung Tahun 2022 /2023, dan
memutuskan bahwa pembahasan Calon Hakim
Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
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NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Calon Hakim Ad Hoc

pada Mahkamah

Agung :

1. Harnoto, S.H.

2. Heppy Wajongkere,
S.H.

3. M. Fatan Riyadhi,
S.H., M.H.

dilaksanakan pada awal Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 2022-2023.
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(09 - 28 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU TENTANG Rapat Internal Panitia Kerja Melakukan Pendalaman Daftar Pembahasan
KONSERVASI SUMBER Komisi IV DPR RI. Inventarisasi Masalah (DIM) Tk. I RUU.
DAYA ALAM HAYATI DAN Usulan Pemerintah atas RUU
EKOSISTEMNYA 13-14 Februari 2023. tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. Pemerintah Provinsi Jawa | Kunjungan Kerja Komisi [V 1. Melakukan Diskusi mengenai
Tengah; DPR RI Reses Masa Program Perhutanan Sosial
b. Pemerintah Kabupaten Persidangan III Tahun Sidang bersama Kelompok Tani Hutan
Grobogan, Sukoharjo, dan | 2022-2023 ke Provinsi Jawa di Kabupaten Grobogan.
Karangan}.rar; . Tengah. 2. Melakukan Kunjungan ke Unit
c. Kementerian Pertanian; Pengolahan Ikan (UPI) Marine
d. Kementerian Lingkungan | Tanggal 17-21 Februari 2023. Biogel Indonesia dan Diskusi
Hidup dan Kehutanan; mengenai Pemanfaatan Sisik
e. Kementerian Kelautan Ikan sebagai Bahan Baku
dan Perikanan; Kolagen untuk Menjaga
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20

5 09

Tenggara Barat;
Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah, Sumbawa
Barat, dan Dompu;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

Badan Pangan Nasional;
Perum BULOG;

PT RNI/Holding
Pangan/ID FOOD;

DPR RI Reses Masa
Persidangan III Tahun Sidang
2022-2023 ke Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Tanggal 17-21 Februari 2023

Gudang Bulog Semayan,
Kabupaten Lombok Tengah
dan Diskusi mengenai
Ketersediaan dan Harga
Pangan di Provinsi NTB.

. Melakukan Kunjungan ke

Lokasi Kandang 1000 Desa
Sapi Kelompok Tani Tandur
Desi Dusun Tempit, Desa
Pengengat. Kabupaten Lombok
Tengah dan Diskusi mengenai
Permasalahan Pengembangan

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
f. Perum Perhutani; Kesehatan Kulit, Gigi, Hingga
g. Perum BULOG:; Otak.
h. PT Pupuk Indonesia . Melakukan Kunjungan ke
(Persero); serta Lokasi Usaha Pelayanan Jasa
i. Wakil Kelompok Tani Alsintan (UPJA) dan Bengkel
Hutan. Alsintan di KUB PKBM
Kepodang Topo di Kec.
Tawangsari, Kabupaten
Sukoharjo.
. Melakukan Kunjungan ke
Lokasi Program
Pengembangan Kelapa Genjah
Sebar (KEJAR), di Bukit
Sosogan, Kabupaten
Karanganyar.
2. | a. Pemerintah Provinsi Nusa | Kunjungan Kerja Komisi IV | 1. Melakukan Kunjungan ke
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
i. PT Pupuk Indonesia Peternakan dan Kesehatan
(Persero); Hewan di Provinsi NTB.
j. Wakil Kelompok Tani; . Melakukan Diskusi mengenai
serta Pencegahan dan Pengendalian
k. Wakil Kelompok Pembudi Pencemaran serta Kerusakan
Daya Ikan Air Tawar Lingkungan atas Kegiatan
Pertambangan PT Sumbawa
Timur Mining dan PT Amman
Mineral Nusa Tenggara.
. Melakukan Kunjungan ke
Lokasi Perbenihan dan
Perbesaran Perikanan Budi
Daya Ikan Nila Desa Bunkate,
Kabupaten Lombok Tengah
dan Diskusi mengenai
Permasalahan Perikanan Budi
Daya di Provinsi NTB.
3. | a. Pemerintah Provinsi Kunjungan Kerja Komisi IV . Kunjungan ke Gudang Bulog
Sulawesi Tenggara; DPR RI Reses Masa Baru (GBB) Punggaloba, Kota
b. Pemerintah Kota Kendari; | Persidangan III Tahun Sidang Kendari dan Diskusi mengenai
c. Kementerian Pertanian; 2022-2023 ke Provinsi Upaya Peningkatan Produksi
d. Kementerian Lingkungan | Sulawesi Tenggara. dalam rangka Menjaga
Hidup dan Kehutanan; Pasokan Beras dan Komoditas
e. Kementerian Kelautan Tanggal 17-21 Februari 2023. Pangan lainnya di Provinsi
dan Perikanan; Sulawesi Tenggara.
f. Badan Pangan Nasional; . Kunjungan ke Pelabuhan
g. Perum BULOG:; Perikanan Samudera Kendari,
h. PT RNI/Holding Kota Kendari dan Diskusi
Pangan/ID FOOD; serta mengenai Peran PSDKP
Kendari dalam Pengawasan
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
i. PT Pupuk Indonesia Sumberdaya Kelautan dan
(Persero). Perikanan di Provinsi Sulawesi
Tenggara.

3. Diskusi mengenai Penggunaan
Kawasan Hutan serta
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Tambang Nikel di Provinsi
Sulawesi Tenggara.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KEMENTERIAN KUNJUNGAN Kunjungan Kerja ke 3 Lokasi:
PERHUBUNGAN KERJA SFESIFIK |- Provinsi Jawa Barat (Meninjau titik
¢ Ditjen Perhubungan Darat, | dilaksanakan pada banjir Kecamatan Bojong Kulur,
¢ Ditjen Perhubungan Laut tanggal 9 - 11 Kabupaten Bogor);
* Ditjen Perkeretaapian Februari 2023. - Provinsi Banten (Meninjau Pelabuhan
e PT. KAI, BKT Merak;
e PT. AP I, PT. Pelindo dalam rangka evaluasi Nataru);
e PT. ASDP - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
(meninjau Stasiun KA Bandung).
KEMENTERIAN PUPR
* Ditjen Bina Marga
e Ditjen SDA
¢ Ditjen Cipta Karya
* Ditjen Perumahan
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. | DIRJEN BINA KONSTRUKSI,
SEKJEN, IRJEN, DAN BPSDM
KEMENTERIAN PUPR.

RDP dilaksanakan
pada,Selasa 14
Februari 2023
pukul 10.00 secara
fisik.

- Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2022 ;

- Membahas Program Kerja Tahun
2023;

- Lain-lain.

3. | DPRD KABUPATEN
BENGKULU TENGAH

RDPU
dilaksanakan pada
Selasa 14 Februari
2023 pukul 11.00
secara fisik.

Konsultasi Relokasi Desa Pasca
Bencana, Desa Genting Kec. Bang Haji
Kab. Bengkulu Tengah.

4. | MENTERI PERHUBUNGAN,
MENTERI PUPR, KEPALA
BMKG, KEPALA BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN (BASARNAS),
DAN KAKORLANTAS POLRI

RAKER/RDP
dilaksanakan pada
Rabu, 15 Februari
2023 pada pukul
10.00 secara fisik.

Membahas evaluasi terhadap
pelaksanaan Angkutan Libur Natal 2022
dan Tahun Baru 2023.

5. | MENTERI DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI

RAKER
dilaksanakan pada
Rabu, 15 Februari
2023 pada pukul
14.00 secara fisik.

- Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2022;

- Membahas Program Kerja Tahun
2023;

- Lain-lain.

6. | KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

* Ditjen Perhubungan Darat,
* Ditjen Perhubungan Laut

* Ditjen Perhubungan Udara
* Ditjen Perkeretaapian

e PT. AP I, PT. Pelindo

* PT. PELNI, PT.ASDP

KUNKER RESES
dilaksanakan pada
tanggal 17 s.d 21
Februari 2023.

Kunjungan Kerja Reses ke 3 Lokasi:

1. Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten
Luwu Utara);

2. Provinsi Maluku;

3. Provinsi Papua Selatan (Kabupaten
Merauke).
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

KEMENTERIAN PUPR
¢ Ditjen Bina Marga

* Ditjen SDA

¢ Ditjen Cipta Karya
¢ Ditjen Perumahan

¢ Ditjen BPIW

KEMENTERIAN DESA PDT &
TRANSMIGRASI.

BASARNAS

BMKG
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LAPORAN DWI MINGGUAN

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KOMISI VI

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1. | BUMN RI

. Pelaksanaan undang-

undang;

. Pelaksanaan keuangan

negara;

. Kebijakan pemerintah.

1. Evaluasi Kinerja Kementerian
BUMN tahun 2022.
2. Lain-lain.

2. | Presiden Komisaris
Lippo Grup

Direktur Utama PT Lippo
Cikarang Tbk

Presdir PT Mahkota
Sentosa Utama

. Pelaksanaan undang-

undang;

. Pelaksanaan keuangan

negara,;

. Kebijakan pemerintah.

Pembahasan mengenai aspirasi
dari konsumen pengembang
pembangunan apartemen
meikarta.

3. | Menteri Koperasi dan
UKM RI

. Pelaksanaan undang-

undang;

. Pelaksanaan keuangan

negara;

. Kebijakan pemerintah.

Progress pembinaan KUKM dan
sinkronisasi basis data KUKM di
seluruh Indonesia.
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. | Dewan pimpinan pusat a. Pelaksanaan undang- Menerima audiensi dari asosiasi
asosiasi pengusaha ritel undang; pengusaha ritel Indonesia
Indonesia b. Pelaksanaan keuangan (APRINDO).
negara,;
c. Kebijakan pemerintah.
5. | PT PLN dan EMI (holding | a. Pelaksanaan undang- 1. Evaluasi Kinerja Korporasi
energi) undang; tahun 2022.
b. Pelaksanaan keuangan 2. Progress dan Roadmap atas
nesara; . akusisi PT Energy.
c. Kebijakan pemerintah. )
Management Indonesia (EMI).
6. | PT IBC/Indonesia a. Pelaksanaan undang- Pembahasan mengenai
Battery Corporation undang; pengembangan ekosistem
b. Pelaksanaan keuangan industri baterai kendaraan
negara, bermotor listrik.
c. Kebijakan pemerintah.
D. TUGAS KHUSUS
NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Gubernur DIY.

oo

UKM RI.

d. Dinas Koperasi Provinsi DIY.
e. Direktur Utama PT Taman Wisata

Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko.

f. Direktur Utama PT Angkasa Pura I.

Eselon I Kementerian BUMN RI.
c. Eselon I Kementerian Koperasi dan

Dalam rangka pemulihan
sektor pariwisata Yogyakarta
dan penyelesaian soal kredit
macet UMKM pasca bencana
2006.

31




Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero).

. Direktur Utama PT Pertamina

(Persero).

Direktur Utama PT Taspen (Persero).
Direktur Utama PT Kereta Api
Indonesia (Persero).

Direktur Utama PT Telkom Indonesia

(Persero) Tbk.
Direktur Utama PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk.

. Perwakilan Komunitas Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Korban Gempa
Jogya Tahun 2006.

. Eselon I Kementerian BUMN RI.
. Direktur Utama PT Adhi Karya

(Persero) Thbk.

. Direktur Utama PT Jasa Marga

(Persero) Thk.

Dalam rangka Progress
Pembangunan Jalan Tol
Jogya-Bawen dan Jalan Tol
Solo-Jogya.

. Eselon I Kementerian BUMN RI.
. Direktur Utama PT. Perkebunan

Nusantara III (Persero).

. Direktur Utama PT. Perkebunan

Nusantara X

. Direktur Utama PT. Perkebunan

Nusantara XI.

. Direktur Utama PT Perkebunan

Nusantara XII.

. Direktur Utama PT Sinergi Gula

Nusantara/Sugar Co.

Dalam rangka Mewujudkan
Ketahanan Pangan Nasional
(Stabilitas Harga Pangan),
Pemulihan Sektor UMKM dan
Perkembangan di Jawa
Timur.
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NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

7. Direktur Utama PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk.

8. Direktur Utama PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk.

9. Direktur Utama PT. Permodalan
Nasional Madani.

Peninjauan Smelter PT Freeport

Indonesia bersama Eselon I Kementerian

BUMN, Eselon I Kementerian
Investasi/BKPM RI, dan PT Indonesia
Asahan Aluminium (Persero)/MIND.ID

1. Eselon I Kementerian BUMN RI.

2. Direktur Utama PT. Pertamina
(Persero).

3. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia
Ferry (Persero).

4. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia

(Persero) Thbk.

Dalam rangka Persiapan
Pariwisata Destinasi Super
Prioritas Danau Toba Balige
dan Persiapan Event Formula
One Power Boat (F1 H20) di
Danau Toba Provinsi
Sumatera Utara.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU TENTANG Intern dilaksanakan Lanjutan pembahasan penyusunan Draft
PERUBAHAN pada tanggal 13 RUU tentang Perubahan Kedua Atas
KEDUA ATAS Februari 2023, pukul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
UNDANG UNDANG | 11.00 WIB. Tentang Minyak dan Gas Bumi.
NOMOR 22
2. | TAHUN 2001 RDP dengan Presiden Masukan terhadap Draft RUU tentang
TENTANG Indonesian Petroleum Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
MINYAK DAN GAS | Association (IPA) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
BUMI dilaksanakan pada Gas Bumi.
tanggal 13 Februari
2023, pukul 13.00
WIB.
3. RDPU dengan Sekjen Masukan terhadap Draft RUU tentang

Asosiasi Perusahaan
Migas Nasional
(ASPERMIGAS)
dilaksanakan pada
tanggal 13 Februari
2023, pukul 15.00
WIB.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
Gas Bumi.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a. Provinsi Banten, a. Pelaksanaan undang- Kunjungan Kerja Spesifik pada
Peninjauan ke Pabrik undang; Masa Sidang III Tahun Sidang
Sepatu PT Victory b. Pelaksanaan keuangan | 2022-2023 Komisi VII DPR RI.
Chingluh Indonesia, negara;
Kabupaten Tangerang; c. Kebijakan pemerintah.
b. Provinsi DIY, Peninjauan
ke PT Pertamina Dilaksanakan pada
(Persero) di Kabupaten tanggal 09 - 11 Februari
Bantul; 2023.
c. Provinsi Kalimantan; Kunjungan Kerja Panja Bauksit.
Barat, Peninjauan ke PT
Borneo Alumina
Indonesia Mempawah.
2. | Provinsi Sumatera Utara a. Pelaksanaan undang- | Kunjungan Kerja Panja Listrik.
Peninjauan ke PT PLTU undang;
Sicanang Belawan. b. Pelaksanaan
keuangan negara;
c. Kebijakan pemerintah.
Dilaksanakan pada
tanggal 12 — 13 Februari
2023.
3. | DPP Serikat Pekerja PT PLN |a. Pelaksanaan undang- Terkait Pengelolaan Sektor
(persero) undang; Ketenagalistrikan.
b. Pelaksanaan keuangan
negara;
c. Kebijakan pemerintah.
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KEMENTERIAN/

=2 LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Dilaksanakan pada
tanggal 14 Februari 2023
Pukul 09.00.

4. | Dirjen Migas Kementerian | a. Pelaksanaan undang- | 1. Laporan perkembangan kinerja
ESDM undang; sektor migas Tahun 2022;
b. Pelaksanaan 2. Program Prioritas Tahun 2023;
keuangan negara; .
.. ) 3. Perkembangan revisi Perpres
c. Kebijakan pemerintah
191 Tahun 2014 tentang
Dilaksanakan pada Pendistribusian, dan Harga Jual
tanggal 14 Februari 2023 Eceran Bahan Bakar Minyak;
Pukul 11.00. 4. Lain-lain.
5. | Menteri Perindustrian RI a. Pelaksanaan undang- 1. Evaluasi kinerja T.A 2022;
undang; 2. Program prioritas T.A 2023;
b. Pelaksanaan keuangan | 3. progres dan Rencana Hilirisasi
nesara, . Mineral;
c. Kebijakan pemerintah , J
4. Lain-lain.
Dilaksanakan pada
tanggal 14 Februari 2023
Pukul 13.00.
6. |1. Dirjen Minerba a. Pelaksanaan undang- 1. Rencana Mitigasi Dampak
Kementerian ESDM undang; Pelarangan Ekspor Bauksit;

2. Dirjen ILMATE b. Pelaksanaan keuangan | 2- Regulasi Terkait Bauksit Dalam 5
Kementerian negara; Tahun Terakhir; i e
Perindustrian c. Kebijakan pemerintah 3. Data Potensi Bauksit dan Proyeksi

Kebutuhan Industri;
4. Dan Lain-lain.
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undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara;

c. Kebijakan pemerintah

Dilaksanakan pada
tanggal 17 -21 Februari
2023.

Sidang III Tahun Sidang 2022-2023
Komisi VII DPR RI ke
a. Provinsi Jawa Barat (PT

Cirebon Electric Power dan PT
Pertamina EP di Kab. Cirebon);
b. Provinsi Kalimantan Timur (PT
Pertamina Hulu Mahakam
Lapangan BSP di Kec.
Samboja Kab. Kutai
Kartanegara);
c. Provinsi Sulawesi Selatan
(PT Semen Tonasa di Kab.
Pangkep).

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Dilaksanakan pada
tanggal 15 Februari 2023
Pukul 13.00.
7. Kunjungan Kerja a. Pelaksanaan undang- Kunjungan Kerja pada Reses Masa
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VIII

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Agama RI Penetapan BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama
tahun RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPIH)
1444H/2023M, menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan
Rabu 15 Februari Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 M
2023. sebesar Rp90,7juta. Angka ini turun sekitar

Rp8,1juta dibandingkan usulan Menteri
Agama yang mengajukan besaran BPIH di
angka Rp98,8juta atau menghemat
mengeluaran Nilai Manfaat Dana Haji sebesar
Rp1,6Triliun.

Penurunan angka yang tajam tercatat dari
komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji
(Bipih) karena Komisi VIII DPR RI berhasil
menurunkan besaran Bipih dari usulan
Menteri Agama sebesar Rp69,1juta menjadi
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Rp49,8juta atau turun sebesar Rp19,3juta.
Bahkan untuk calon jamaah haji lunas tunda
tahun 2020, Komisi VIII DPR RI memutuskan
tidak ada penambahan biaya.

Demikian penetapan BPIH Tahun 1444
H/2023 M yang disepakati dalam Rapat Kerja
Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI
dan BPKH di Gedung DPR RI, Jakarta.

2. | Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Kalimantan
Timur dan Provinsi Nusa

Tenggara Timur. 2022-2023.

Kunjungan Kerja
Pengawasan Masa
Reses MP II MS

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan di bidang
agama dan pendidikan keagamaan.

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI
melakukan pengawasan terhadap
penyaluran bantuan sosial.

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI
melakukan pengawasan terhadap
kesiapsiagaan bencana, penanggulangan
bencana dan juga pembangunan pasca
bencana.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU TENTANG Harmonisasi di Badan Legislasi menyampaikan poin-poin

PENGAWASAN OBAT DAN | Badan Legislasi, 13 masukan kepada pengusul, Komisi IX

MAKANAN Februari 2023. DPR RI.

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA T INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Menteri Rapat Kerja dan Rapat 1. Komisi IX DPR RI mengecam keras
Kesehatan, Dengar Pendapat ketidakhadiran Ketua DJSN yang berulang
Ketua DJSN dan | tanggal 9 Februari kali dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX
Dirut BPJS 2022. DPR RI sehingga menghambat perbaikan
Kesehatan kebijakan pelayanan Jaminan Kesehatan
Agenda: Nasional. Ketidakhadiran tersebut melanggar
1. Penjelasan Pasal 73 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang
perkembangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
implementasi Kelas Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rawat Inap Standar Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
(KRIS) yang
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA v INFO SINGKAT KETERANGAN
mencakup evaluasi . Komisi IX DPR RI akan melakukan panggilan
kesiapan rumah sakit paksa Ketua DJSN dengan menggunakan
dan dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
terhadap Dana ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 17
Jaminan Sosial (DJS) Tahun 2014 tentang Majelis
Kesehatan. Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
. Penjelasan tentang Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat.
review tarif layanan . Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan
Jaminan Kesehatan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar
Nasional. Pendapat dengan DJSN dan Dirut BPJS
Kesehatan pada hari Kamis, tanggal 9
Februari 2023 tidak dilanjutkan karena
ketidakhadiran Ketua DJSN.
2. | Menteri Rapat Kerja pada Senin, . Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan | 13 Februari 2023. Ketenagakerjaan RI melakukan komunikasi
RI lebih intensif dengan pemerintah Malaysia

1. Evaluasi dan capaian

program dan
kegiatan Kemenaker
Tahun 2022 dan
strategi tahun 2023;

2. Penjelasan hasil

monitoring dan
evaluasi pekerja
terkena PHK selama
tahun 2022 dan
strategi menghadapi
peningkatan jumlah

atas MoU yang telah dilakukan, dalam
rangka melakukan pelindungan pekerja
Migran Indonesia (PMI) tentang Memorandum
Saling pengertian Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sektor
domestik di Malaysia ( MSP PMID).

. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Ketenagakerjaan RI melakukan terobosan
dalam rangka meningkatkan capaian
program dan kegitan tahun 2023.

. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Ketenagakerjaan RI melakukan upaya
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

PHK sebagai dampak
resesi global Tahun
2023;

3. Tindak lanjut
kesepakatan
pemerintah RI
dengan pemerintah
Malaysia terhadap
pelindungan PMI;

4. Penanganan dan
penyelesaian kasus
PMI unprocedural di
negara kamboja dan
negara lain.

pencegahan PHK serta pelindungan hak
pekerja terkena PHK atas ancaman resesi
global tahun 2023.

. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Ketenagakerjaan RI untuk mengoptimalkan
penggunaan Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) atau One Chanel System dalam
rangka pelindungan PMI.

. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan
pengawasan tenaga kerja di seluruh wilayah
Indonesia antara lain dengan menambah
jumlah pengawas tenaga kerja dan
pengawasan penggunaan tenaga kerja asing.

. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian

Ketenagakerjaan RI untuk menindaklanjuti
pengaduan masyarakat yang secara resmi
disampaikan melalui komisi IX DPR RI.

. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian

Ketenagakerjaan RI untuk memberikan
jawaban tertulis atas pertanyaan yang belum
dijawab yang disampaikan oleh anggota pada
hari ini, selambat-lambatnya tanggal 20
Februari 2023.

Kepala Badan
POM RI

Rapat Dengar Pendapat
pada Rabu, 15 Februari
2023.

. Komisi IX DPR RI mendukung penuh

penguatan Badan POM RI melalui
pembentukan payung hukum setingkat
undang — undang dan regulasi turunan
untuk memastikan pengawasan obat dan
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Agenda:

1. Evaluasi fungsi
pengawasan obat dan
makanan pre dan
post market Tahun
2022, termasuk
kasus cemaran
bahan berbahaya
dalam sirup obat
anak dan chiki kebul;

2. Program pengawasan
obat dan makanan
pre dan post market
Tahun 2023; dan

3. Reformasi regulasi
dan kelembagaan
pengawasan obat dan
makanan di
Indonesia.

makanan yang efektif dan efisien demi
melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI

berkoordinasi dengan Kementerian

Kesehatan RI untuk:

a. secara serius menuntaskan investigasi
secara komprehensif guna memastikan
penyebab dan faktor risiko penyebab
Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal
(GGAPA) secara transparan, objektif, dan
penuh tanggung jawab;

b. meningkatkan Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) dalam memberikan informasi
yang jelas, tepat, valid dan solid dengan
cepat, baik secara mandiri maupun
melalui koordinasi lintas sektoral,
khususnya dalam situasi Kejadian Tidak
Diinginkan.

. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI

untuk mengambil langkah-langkah
antisipatif, proaktif, dan inovatif untuk
mengantisipasi Kejadian Tidak Diinginkan
serta kejadian-kejadian serupa seperti kasus
GGAPA dan ‘cikibul’ tidak terjadi lagi melalui:
a. membuat pedoman yang diperlukan untuk
memitigasi risiko yang mungkin akan
terjadi lagi di kemudian hari terutama
dalam penggunaan sediaan farmasi dan
bahan tambahan pada pangan olahan;
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KEMENTERIAN/ OBJEK

=0 LEMBAGA

PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

b. meningkatkan pengawasan dan
pembinaan terhadap industri farmasi dan
pangan untuk bertanggung jawab di dalam
pemenuhan mutu, khasiat, dan keamanan
produk.

Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI

untuk memberikan perhatian kepada para

keluarga korban Gangguan Ginjal Akut

Progresif Atipikal (GGAPA) sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI

untuk mematuhi dan menjalankan seluruh

kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar

Pendapat dengan Komisi IX DPR RI yang

telah disepakati bersama, sesuai amanat

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (UU MD3).

Februari 2023.

Kunjungan Kerja Reses
Komisi IX DPR RI pada
Jumat-Selasa, 17-21

A. Laporan Kunker Reses di Labuan Bajo NTT:

1.

Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah
daerah Labuan Bajo untuk berkoordinasi
dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI
untuk segera membangun BLK di Labuan
Bajo guna memastikan masyarakat Labuan
Bajo memiliki skil yang memadai untuk
bekerja di Industri Pariwisata.
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KEMENTERIAN/ OBJEK

=0 LEMBAGA

PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai

destinasi Wisata Super Prioritas, Komisi IX
DPR RI meminta Pemerintah Daerah Labuan
Bajo untuk memastikan masyarakat Labuan
Bajo dilibatkan dalam setiap pembangunan
dengan menjadikan penduduk sebagai
pekerja dengan upah layak. Hal ini sebagai
upaya agar penduduk Labuan Bajo dapat
sejahtera sehingga tidak perlu bekerja keluar
negeri.

3. Kabupaten Manggarai Barat memiliki perda

tentang Ketenagakerjaan yaitu perda nomor
5 tahun2022 tentang penyelenggaraaan
Ketenagakerjaan. Perda ini memuat tiga hal
pokok dalam ketenagakerjaan yaitu pelatihan
kerja dan produktivitas kerja, pelindungan
PMI, dan penyelesaian hubungan industrial.

. Dalam penyelenggaraan jaminan Sosial,

belum seluruh pekerja teerdaftar di BP
Ketenagakerjaan. Banyak yang masih belum
terdaftar BPJS. Karena itu Komisi IX DPR RI
meminta pemerintah daerah Labuan Bajo
berkoordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan
untuk memperluas cakupan peserta baik
untuk kepersertaan pekerja formal maupun
informal.

. Seiring dengan pariwisata bahari yang terus

dikembangkan di Labuan Bajo, komisi IX
DPR RI mendesak pemerintah Labuan Bajo
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

untuk berkoordinasi dengan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memastikan
penerapan K3 (Keselamatan dan kesehatan
kerja). Kemnaker dapat mendatangkan ahli
untuk melatih awak kawal dalam penerapan
K3.

. Laporan Kunjungan Kerja Reses Masa

Sidang III ke Papua Selatan

. Penatapan upah minimum Provinsi Papua

Selatan mengikuti ketetapan yang ditentukan
Kementerian Ketenagakerjaan sebesar
Rp3.864.696 dengan jumlah perusahaan
yang mencapai 923 perusahaan.

. Permasalahan ketenagakerjaan yang

dihadapi sebagai dampak resesi ekonomi
global yaitu pemutusan hubungan kerja
(PHK) 7 dari 7 perusahaan dan pekerja yang
dirumahkan memcapai 103 pekerja yang
membutuhkan mediator hubungan
industrial. Hingga saat ini belum ada
mediator penyelesaian hubungan industrial
di Papua Selatan.

. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi

pekerja orang asli Papua (OAP), dibutuhkan
BLK di seluruh Kabupaten di Propinsi Papua
Selatan karena pada saat ini hanya ada satu
BLK di Kabupaten Merauke yang
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melaksanakan paket pelatihan Kementerian
Ketenagakerjaan dari Provinsi Papua.

. Dalam hal perlindungan pekerja migran

Indonesia asal Papua Selatan yang saat.ini
terdapat dua orang yang ditempatkan ke
Negara Australia dan Papua Nugini melalui
BP2MI, memerlukan pelatihan peningkatan
kompetensi.

. Tim Kunker.Reses Komisi IX DPR RI

meminta kepada seluruh instansi mitra kerja
Komisi IX DPR untuk memberikan program
dan kegiatan masing-masing ke Papua
Selatan termasuk program pelatihan
mediator, paket pelatihan peningkatan
kompetensi, dan dukungan pembentukan
BLK di seluruh Wilayah Papua Selatan.
Disamping itu juga pembentukan kantor UPT
BP2MI serta perluasan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan yang masih mempunyai
potensi pekerja yang seharusnya terdaftar
109.983 pekerja. Sementara itu peserta BPJS
Ketenagakerjaan saat ini mencapai 63.111
peserta pekerja dan 11 Tenaga Kerja Asing.

. Hasil Kunker Reses di Bali

. Provinsi Bali sebagai gerbang dan wajah

Indonesia sempat mengalami keterpurukan
seperti daerah lain akibat pandemi Covid
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selama 2 tahun terakhir. Namun, kondisi
saat ini sudah memperlihatkan perbaikan-
perbaikan, termasuk bidang
ketenagakerjaan, dimana pada angka Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali
berada pada posisi kedua setelah Papua. Hal
ini menggambarkan adanya pertumbuhan
ekonomi dan lapangan kerja.

. Pertumbuhan angkatan kerja yang membaik

terlihat dari data BPS yang mencatat
peningkatan jumlah angkatan kerja di tahun
2022.

. Dengan semakin pulihnya kondisi saat ini

khususnya pada ketenagakerjaan,
diharapkan Provinsi Bali terus melakukan
pembenahan termasuk pada peningkatan
produktivitas SDM. Bali jangan hanya
sebagai penonton, tapi harus menjadi pelaku.
Terutama dengan menjadi Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), tentunya harus diiringi
dengan kesiapan SDM.

. Pemerintah Provinsi Bali sangat

memperhatikan kondisi tenaga kerja
khususnya Pekerja Migran Indonesia. Bentuk
perlindungan pada PMI asal Bali yaitu
dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor
10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur
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Nomor 12 tahun 2019 tentang Pelindungan
PMI di Bali.

. Salah satu tantangan ketenagakerjaan di

Provinsi Bali yaitu menekan angka
pengangguran yang masih pada angka 4,8
persen. Sehingga di tahun 2023, diharapkan
dapat dibawah angka tersebut. Selain itu,
ketidakakuratan pendataan PMI terutama
dengan kasus pemulangan puluhan ribu PMI
pada saat pandemi yang tidak sesuai dengan
data penempatan.

. Banyaknya kasus PMI di Bali sehingga

menjadi PMI unprocedural yang ditempatkan
oleh P3MI unprosedural. Beberapa program
pemerintah Bali di Tahun 2023 dalam
menekan terjadinya kasus tersebut, yaitu
bersinergi dengan BP2MI untuk mendata dan
menertibkan penempatan PMI ke Luar
Negeri, mengoptimalkan peran Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) dan mempercepat
akreditasi LPK, sehingga pekerja/PMI
berpeluang mendapat kerja yang
bersertifikasi, bahkan setingkat
internasional.

. Dari sisi daya saing tenaga kerja,

sesungguhnya, dari jumlah angkatan kerja
yang ada, jumlah pekerja masih kecil
sementara permintaan atau demand tenaga
kerja cukup besar. Selain itu pekerja di Bali
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masih didominasi oleh pekerja informal. Oleh
karena itu, perlu dukungan besar untuk
menciptakan pekerja yang handal dan
berkualitas, diantaranya melalui dukungan
anggaran dalam pelaksanaan pelatihan
kompetensi, serta ketersediaan instruktur
yang memiliki sertifikat pada 7 BLK UPTD.

. Terkait cakupan kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI
mengapresiasi upaya pelindungan jaminan
sosial terhadap tokoh adat/agama oleh
pemerintah Bali melalui dana APBD.

. PMI asal Bali banyak yang bekerja sebagai

spa terapis serta ABK, dengan sistem P to P.
Dan hingga saat ini, belum ada kerja sama G
to G. Oleh sebab itu, perlu penguatan dari
Pemerintah Pusat terkait MoU G to G antara
Indonesia dengan negara penempatan,
seperti Turki, Itali dan lain-lain, sehingga PMI
lebih terlindungi dengan hadirnya negara.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | RUU KEPARIWISATAAN Rapat Internal Panja RUU Agenda:
Kepariwisataan Komisi X DPR RI Laporan Perkembangan
tanggal 15 Februari 2023. Panja RUU Kepariwisataan.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Bidang Kepemudaan 9 - 11 Februari Provinsi Kalimantan Tengah
(Desain Besar 2023. a. Secara umum pelaksanaan penyelenggaraan
Kepemudaan) Kunjungan Kerja pembinaan dan pengembangan kepemudaan
Provinsi Kalimantan Spesifik Bidang di Provinsi Kalteng berjalan cukup baik, hal
Tengah, Sumatera Barat, Kepemudaan tersebut dapat dilihat dari dukungan
dan Daerah Istimewa Komisi X DPR RI. anggaran APBD Provinsi Kalteng untuk fungsi
Yogyakarta kepemudaan terus meningkat, selain itu
pengembangan dukungan kewirausahaan
pemuda telah dilakukan dengan melibatkan
dinas lain, perbankan dan UMKM.
b. Sama halnya dengan daerah lain, Provinsi
Kalteng juga memiliki tantangan pembinaan
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kepemudaan antara lain, banyaknya pemuda
di usia produktif masih pengangguran,
rendahnya partisipasi pemuda dalam
pembangunan daerah, jumlah anak dan
mahasiswa yang putus sekolah tinggi, belum
seimbangnya rasio anggaran fungsi
kepemudaan dengan jumlah pemuda, dan
minimnya dukungan swasta atau perusahaan
besar untuk pembinaan pemuda.

c. Terdapat beberapa Poin-Poin usulan dan

masukan terkait Penyusunan Desain Besar

Kepemudaan Nasional (DBKN) dari pemangku

kepemudaan di Provinsi Kalteng, yaitu:

= DBKN di dalamnya memuat potensi daerah
dengan tingkat populasi pemuda yang
besar.

» DBKN di dalamnya memuat kondisi
kesehatan pemuda.

= DBKN di dalamnya memuat pendataan
daerah dengan potensi lapangan kerja.

* DBKN di dalamnya memuat pendataan
daerah dengan potensi pendidikan pemuda.

* DBKN di dalamnya memuat pendataan
daerah dengan potensi partisipasi pemuda
di dalam berorganisasi dan
memberikan/menyampaikan pendapat.

= DBKN di dalamnya memuat pendataan
potensi gender dan diskriminasi di
kalangan pemuda.
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Provinsi Sumatera Barat
a. Jumlah Pemuda di Provinsi Sumatera lebih

kurang 2.15 Juta orang atau 24.57% dari
jumlah penduduk yang tersebar di daerah
kabupaten dan kota. Minat pemuda dalam
berorganisasi masih rendah. Pemuda yang
terhimpun dalam organisasi adalah lebih
kepada pemuda yang berasal dari kelompok
pendidikan. Rendahnya minat pemuda di
Provinsi Sumatera Barat untuk berorganisasi
salah satu faktor adalah lebih banyak usia
pemuda yang lebih fokus kepada wirausaha.
Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi
kepada pemuda yang dilaksanakan tentang
manfaat dan pentingnya berorganisasi.

. Faktor yang membuat organisasi di Sumatera

Barat kurang terlihat aktifitasnya adalah
sarana dan prasarana yang sangat minim,
sehingga ada ruang keterbatasan organisasi
dalam menjalankan program-program kerja
serta tidak adanya dukungan terhadap
organisasi yang secara berkesinambungan.

. Pada tahun 2020 semenjak pandemi Covid-19,

penganggaran yang sudah dilakukan tidak
dapat diserap, dikarenakan pembatasan
pelaksanaan kegiatan. Anggaran yang sudah
tersedia dialihkan untuk penanganan Covid-
19. Adanya pembatasan pembatasan sosial
membuat pelaksanaan baik pelatihan
kewirausahaan maupun kegiatan wirausaha
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itu sendiri tidak dapat dilaksanakan. Pada
tahun 2020 Dispora Sumbar tidak berhasil
dalam mencapai target pelayanan
kepemudaan.

d. Tahun 2022, seluruh kegiatan pelayanan

kepemudaan sudah bisa dilaksanakan dengan
maksimal, dan target pembangunan
kepemudaan bisa dicapai, dimana dari setiap
indikator pelayanan kepemudaan dapat
dilaksanakan dengan lancar dan tentunya
mencapai target yang diharapkan. Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat tahun 2022,
membuat program unggulan yang salah
satunya adalah “Mencetak 100 ribu millenial
entrepreneuer dan women entrepreneuer serta
pelaku ekonomi kreatif’, dalam upaya
mencapai Sumbar sejahtera.

. Sumatera Barat terdiri dari 19

kabupaten/kota yang bidang kepemudaannya
digabung atau tersebar di berbagai dinas,
seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan
maupun dinas olahraga. Kepemudaan tidak
menjadi dinas tersendiri, sehingga sebagian
besar penanganan kepemudaan tidak menjadi
prioritas pemerintah daerah. Hal ini juga
menjadi kesulitan Dispora Sumbar dalam
mengembangkan koordinasi di bidang
kepemudaan.

. Pramuka, PII dan OKP lain telah melakukan

berbagai kegiatan kepemudaan, dengan fokus
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karakter, pendidikan dan kebudayaan bagi
pemuda, serta kegiatan lain untuk
menyalurkan bakat dan minat kepemudaan.
Namun terdapat kendala seperti anggaran,
fasilitas, dan sarpras kepemudaan. Para
pemuda mengusulkan kenaikan anggaran
kepemudaan agar aktivitas mereka dapat
meningkat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Secara filosofi pembangunan kepemudaan di
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemuda
DIY bukan hanya pemuda yang lahir dan
besar di DIY melainkan semua pemuda yang
berada di DIY dan memberikan kontribusi
pembangunan di DIY (Sri Sultan HB X).

b. Jumlah pemuda di provinsi DIY berdasarkan
data BPS DIY terdapat +/- 873.350 Jiwa
dengan persentase 22 % yang berusia 16-30
tahun dan memiliki OKP sebanyak 56 OKP.
Provinsi DIY memiliki sarana dan prasarana
pemuda yaitu Pondok Pemuda,
Ambarbinangun Kasihan Bantul dan Youth
Center Tlogoadi Mlati Sleman.

c. Capaian IPM di provinsi DIY yang berada di
level 80,64 menunjukkan bahwa kualitas
pembangunan manusia semakin membaik
dan berada diatas rata-rata nasional tepatnya
urutan Nomor 2, bahkan masuk kategori
sangat tinggi berdasarkan kriteria UNDP.
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Walaupun demikian masih ada beberapa
permasalahan pemuda di DIY diantaranya
sebagai berikut:

e Masih Tingginya Pemuda Korban Kejahatan
dan Pemuda yang Mengalami Keluhan
Kesehatan. Berdasarkan indikator Indeks
Pembangunan Pemuda 2018, proporsi
pemuda korban kejahatan mencapai 2,37%
yang merupakan terbesar se-Indonesia.
Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki
keluhan kesehatan 8,83% berada di atas
angka nasional 7,68%.

e Masih perlu ditingkatkannya wirausaha
muda dan kompetensi tenaga kerja
Pemuda. kewirausahaan pemuda cenderung
berada dalam skala kecil dengan
mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja
tidak dibayar. Sementara itu, kompetensi
kerja pemuda dapat dilihat dari kategori
pekerjaan white collar atau pekerja
profesional atau teknisi, kepemimpinan
atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana,
atau tenaga tata usaha. Tahun 2021
proporsi pemuda dengan kategori white
collar di DIY baru sebesar 26,10%.

e Pengangguran di Usia Muda. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di
DIY pada tahun 2021 sebesar 7,97%. TPT
pemuda DIY lebih banyak terjadi di wilayah
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perkotaan, dan secara gender lebih
didominasi laki-laki.

Kegiatan yang menjadi prioritas lomba
tingkat nasional belum semua bisa
dilaksanakan di daerah.

Jumlah sasaran kegiatan peserta kegiatan
masih sangat terbatas dibandingkan jumlah
pemuda.

Masih ada kegiatan yang bersifat Top Down
bukan aspirasi pemuda.

Lokasi Youth Center yang jauh dari
keramaian kadang kurang diminati dalam
kegiatan kepemudaan, berkreasi sesuai
minat bakat, melakukan pameran hasil
karya pemuda.

. Pandangan, masukan dan aspirasi dari

pemuda di Provinsi DIY diantaranya sebagai
berikut:

Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN)
dapat segera selesai agar mampu
memberikan efek positif terhadap Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP).

Program Peningkatan Kapasitas SDM
Pemuda yang berkelanjutan.

Laboratorium Digital disetiap Kabupaten.
Sosialisasi dan atau edukasi tentang Bonus
Demografi.

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam
pembangunan baik pusat daerah.
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e Mendorong bagaimana pemberdayaan
pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri,
dan berdaya saing serta menumbuhkan
semangat kewirausahaan.

e Meningkatkan kapasitas kelembagaan ,
koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi
kebijakan Kemenpora dengan stakeholder
kepemudaan.

e Peningkatan partisipasi aktif sosial dan
politik pemuda, di antaranya melalui peran
pemuda di forum internasional, pertukaran
pemuda, dan keikutsertaan dalam
pelestarian lingkungan.

e Program penyusunan Kota Layak Pemuda.

e Provinsi DIY tidak hanya istimewa kotanya
akan tetapi istimewa kepemudaannya
karena tidak hanya yang lahir dan besar di
DIY akan tetapi termasuk yang menempuh
pendidikan di DIY.

Bappenas RI,
Kemendikbudristek RI,
Perpusnas RI

14 Februari 2023
RDP Komisi X
DPR RI.

Agenda:
Membahas
peningkatan
Literasi Nasional
terkait indeks
literasi
berdasarkan

1. Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan

Teknologi Kemendikbudristek RI

a. Secara total terdapat 4.523 PTN dan PTS
dengan rincian 2.982 PTS dan 125 PTN di
bawah Kemendibudristek RI dengan jumlah
total Prodi sebanyak 31.399 Prodi. Jumlah
mahasiswa PTN sekitar 3.379.828
mahasiswa dan di PTS sekitar 4.495.453
mahasiswa. Sebanyak 85.612 dosen
mangajar di PTN dan 183.713 dosen
mengajar di PTS.
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Perpusnas RI dan
UNESCO (tindak
lanjut RDP
Komisi X dengan
Kepala Perpusnas
RI tanggal 24
November 2022).

b. Program MBKM diharapkan mampu

mewujudkan pembelajaran yang fleksibel
dan berkualitas sehingga tercipta budaya
belajar yang inovatif, tidak mengekang dan
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa,
diantaranya melalui program MSIB, Kampus
Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka,
Wirausaha Merdeka, Praktisi Mengajar dan
IISMA, yang diikuti oleh sekitar 117.050
Mahasiswa se-Indonesia.

. Proporsi anggaran untuk Perguruan Tinggi

dilakukan secara kompetitif bagi PTN
maupun PTS, di antaranya melalui berbagai
program seperti Matching Fund (53% PTNBH,
30% PTS, 2% PTN Satker, 15% PTN BLU),
Kompetisi Kampus Merdeka (58%
dimenangkan oleh PTS), Pendanaan
Penelitian (38% PTS, 26% PTN, dan 36%
PTNBH), dan Pengabdian kepada Masyarakat
(67% PTS, 21% PTN, dan 12% PTNBH). Total
rekapitulasi bantuan pemerintah kepada PTN
dan PTS TA 2022 pada Direktorat Belmawa
sebesar 37% untuk PTN dan 63% untuk PTS.

. Kebijakan peningkatan dan pemerataan

mutu layanan pendidikan maupun
peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas
dunia, dilakukan antara lain dengan
merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right
sizing). Sejak 2015 sampai 2022 terdapat
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750 PTS yang digabung dengan jumlah SK
penyatuan sebanyak 307 SK.

e. Penyelenggaraan program bantuan bagi Prodi
yang akan menjalani proses akreditasi oleh
LAM, diberikan untuk Pembayaran Biaya
Akreditasi sesuai kriteria dan anggaran yang
tersedia bagi Prodi yang masa berlaku
akreditasinya akan habis pada tahun 2022.

f. Ditjen Diktiristek terus mendorong agar
Perguruan Tinggi melakukan transformasi
pembelajaran dengan memanfaatkan
teknologi digital, seperti dalam proses
pembelajaran di daerah 3T (terdepan,
terpencil, dan tertinggal). Bantuan secara
kumulatif masing-masing Perguruan Tinggi,
adalah dalam bentuk perangkat penunjang
inovasi pembelajaran.

2.Ditjen Pendidikan Vokasi

Kemendikbudristek RI

a. Peningkatan pendidikan vokasi saat ini
ditunjukkan antara lain melalui
pertumbuhan jumlah Perguruan Tinggi
Vokasi (PTV), Universitas, Institut, Sekolah
Tinggi dan Akademi (UNISTA), dan
Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL),
yaitu sebanyak 2.139 Perguruan Tinggi dan
Prodi Vokasi sebanyak 6.219 Prodi.

b. Terdapat tiga tantangan dalam menghadapi
era bonus demografi, yaitu tantangan
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produktivitas nasional, ketersediaan
lapangan kerja, dan tingkat pengangguran,
yang harus dihadapi dengan implementasi
kongkrit dalam kolaborasi dengan dunia
kerja, seperti magang/praktik kerja,
penyusunan kurikulum bersama, praktisi
mengajar, dan update kebutuhan dari dunia
kerja.

. Upaya peningkatan mutu, relevansi, daya

saing, dan perluasan akses PTV antara lain
dilakukan melalui MBKM, sinkronisasi dan
penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi
Kementerian/Lembaga lain (melalui PP
PTKL), transformasi pendidikan vokasi, dan
membangun ekosistem inovasi berbasis
kolaborasi research dan development antara
Perguruan Tinggi dengan Sektor Industri.

. Program Matching Fund dan Competitive

Fund yang dilakukan di PTV diarahkan
untuk mencapai lompatan jauh ke depan
(leap frog), sebagai intervensi kebijakan
untuk mengakomodir dosen yang memiliki
kepakaran, aspirasi, inovasi dan intervensi
kebijakan untuk kelembagaan (Prodi atau
Perguruan Tinggi) yang memiliki aspirasi,
inovasi dan inisiatif.

3.Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
a. BRIN menyelenggarakan tugas di bidang

penelitian, pengembangan, pengkajian,
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penerapan, serta invensi dan inovasi,

penyelenggaraan ketenaganukliran dan

keantariksaan yang terintegrasi. BRIN
berfungsi sebagai pendukung kebijakan
pembangunan berbasis sains, penguatan
ekosistem riset dan inovasi, dan sebagai
executing agency aktivitas riset dan inovasi.

b. Strategi BRIN dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, dilakukan melalui:

e sinkronisasi regulasi sebagai pendorong
yang memadai untuk mendukung riset
dan inovasi;

e open platform untuk peningkatan interaksi
dan dinamika riset;

e mobilitas periset untuk peningkatan
kapasitas dan mobilitas periset, fasilitasi
riset dan inovasi;

e kolaborasi global dan joint funding dengan
sumber dana dari dalam/luar negeri, baik
pemerintah maupun swasta.

Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI

menyampaikan pandangan bahwa pengelolaan

dan pelaksanaan Riset, Pendidikan Tinggi Vokasi

dan Pendidikan Tinggi perlu memperhatikan

beberapa hal, diantaranya:

e perencanaan dan aktualisasi program riset,
vokasi, dan pendidikan tinggi yang sesuai
dengan kebutuhan riil masyarakat.
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e diperlukan Peta Jalan/Grand Design
Pendidikan Tinggi, yang meliputi akses, mutu,
relevansi dan tata kelola, dengan dukungan
pemenuhan jumlah anggaran yang sesuai dan
signifkan.

e evaluasi terhadap proporsionalitas kesesuaian
jumlah perguruan tinggi dengan APK, jumlah
dosen dengan mahasiswa, berbasis kondisi
geografis di Indonesia.

e mengembangkan Program Studi secara
dinamis, yang dapat menyesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan zaman.

e mengomunikasikan setiap program dan
agenda Riset, Pendidikan Tinggi Vokasi dan
Pendidikan Tinggi, dengan pemerintah daerah,
kementerian/lembaga lain, yang memiliki
kepentingan terhadap keberhasilan
pendidikan.

e mendukung adanya kolaborasi antara BRIN
dan Perguruan Tinggi dalam melakukan dan
pemanfaatan hasil riset.

Rapat Intern

DPR.

3. 15 Februari 2023

Panja Perguruan
Tinggi Komisi X

Agenda:
Penyusunan Laporan Panja Perguruan Tinggi.

4. 15 Februari 2023
Rapat Internal
Komisi X DPR RI.

Agenda:
Laporan Panja Perguruan Tinggi, Laporan
Perkembangan Panja RUU Kepariwisataan.
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5. | Provinsi Jawa Timur, Bali, | 17 — 21 Februari | Provinsi Jawa Timur
dan Sumatera Selatan 2023. 1. Komisi X DPR RI menemukan permasalahan
Kunjungan Kerja yang mengemuka dalam pertemuan
Reses Komisi X pemangku pendidikan, budayawan Provinsi
DPR RI Bidang Jawa Timur, antara lain sebaran yang
Pendidikan, mendapatkan KIP dan KIP Kuliah masih
membahgs; belum merata, kebijakan BOS yang masih
1. Kondisi dan . . . s
Tantangan melahirkan d?sparltas.karen.a dihitung
dalam berdasarkan jumlah siswa di sekolah, Juklak
Pengelolaan dan Juknis DAK yang terlambat terbitnya,
Perguruan dan kebijakan pengangkatan guru PPPK yang
Tinggi menyisakan permasalahan di sekolah
(pendanaan, swasta. Selain itu, para seniman dan
SDM dan budayawan juga mengeluhkan pokok-pokok
lulusan). pikiran kebudayaan daerah (PPKD) yang
2. Penguatan pernah disusun sampai saat ini belum ada
Akses, Mutu, tindak lanjutnya oleh pemda, serta beberapa
dap Daya permasalahan lainnya.
Saing 2. Dalam rangkaian kunjungan kerja di masa
’1;16;;2; iruan reses, Komisi X DPR RI melakukan
3 Masul;an dan penigjauan ke SMPN 19 Surabaya. dan SMK
Rekomendasi Katolik ST. Louis Surabayg. Peninjauan di
Penguatan lakukan untuk mengetahui penyelenggaran
Perguruan pendidikan di sekolah tersebut, khususnya
Tinggi. mengetahui permasalahan dan kendala
dalam mengimplementasikan kebijakan-
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kebijakan Kemendikbudristek RI. Peninjauan
lapangan didampingi oleh Drs. I Nyoman
Rudi Kurniawan, M.T, selaku Plt. Direktur
SMP Kemendikbudristek RI. Dalam
peninjauan lapangan ditemukan beberapa
permasalahan antara lain: (1) di SMPN 19
Surabaya tidak dapat menjadi sekolah
penggerak karena salah satu alasannya yaitu
kepala sekolahnya bukan sebagai guru
penggerak; (2) di SMK ST Louis, yang
merupakan SMK Pusat Keunggulan, dalam
penyelenggaran pendidikannya telah banyak
kerja sama dengan DUDI, namun masih ada
permasalahan dimana siswa yang magang
tidak semuanya mendapatkan honor atau
minimalnya bantuan transportasi.

Dalam agenda lain Kunjungan Kerja Reses
Komisi X DPR RI di Provinsi Jawa Timur
melakukan pertemuan dengan para
pimpinan organisasi pariwisata, antara lain
GIPI, PHRI, ASITA dan PPHI. Diantara hal
yang didiskusikan yaitu permasalahan
pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid-
19. Selain itu, yang juga mengemuka yaitu
usulan mengenai wisata halal agar
dimasukkan dalam RUU Kepariwisataan
yang saat ini sedang disusun oleh Komisi X
DPR RI. Masukan dari para pimpinan
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organisasi kepariwisataan ini akan menjadi
salah satu bahan dalam membahas
kebijakan pariwisata dan penyusunan RUU
Kepariwisataan di masa sidang yang akan
datang.

Provinsi Bali

1.

Bidang Pendidikan Menengah

Pelaksanaan program kegiatan pendidikan
menengah di Provinsi Bali, secara umum
berjalan baik, dengan beberapa kendala
umum yang berlangsung di lapangan.
Beberapa masukan dan usulan, antara lain
(1) keterbatasan anggaran dalam upaya
peningkatan sarana dan prasarana satuan
pendidikan sesuai standar nasional
pendidikan; (2) terdapat kekurangan
pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan yang tersebar di 9
Kabupaten/Kota; (3) kekurangan pengawas
sekolah sesuai dengan standar yang
ditentukan (pengawas sekolah sudah banyak
yang pensiun, tetapi untuk mengangkat
pengawas sekolah belum ada regulasi); (4)
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi
terdapat kendala sarana dan prasarana
belum memadai, serta keterbatasan Guru
Pembimbing Khusus. Selain itu, terdapat
usulan dari Badan Musyawarah Perguruan
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Swasta bahwa, daripada menggelontorkan
dana untuk membangun sekolah baru dan
rekrutmen tenaga guru yang baru, lebih baik
dana yang ada digunakan untuk
memberdayakan sekolah-sekolah swasta
yang sudah ada.

Bidang Pendidikan Tinggi, terdapat beberapa

perkembangan dan kendala dalam

pelaksanaannya khususnya untuk
perguruan tinggi swasta, diantaranya sebagai
berikut:

a. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB
STIKOM Bali, terkendala antara lain oleh
(1) kemampuan finansial masyarakat
untuk kuliah sehingga perlu diperbanyak
beasiswa; (2) kualitas Dosen perlu
ditingkatkan dengan memperbanyak
bantuan Dosen Dpk (Dosen PNS) dan
skema beasiswa untuk Dosen; (3) tingkat
ketidakaktifan mahasiswa antara 10% —
20%, yang sebagian besar terkendala
keuangan.

b. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di
Universitas Warmadewa, terkendala antara
lain terkait dosen dan tenaga
kependidikan yang sebagian besar
diangkat oleh Badan Penyelenggara,
sehingga membebani biaya operasional
tata kelola PTS. Untuk kenaikan Jenjang
Jabatan akademik terutama untuk Lektor
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Kepala dan Guru Besar, mayoritas
mengalami kesulitan karena adanya
keharusan mempunyai publikasi jurnal
internasional bereputasi dengan infact
factor/SJIR yang sudah ditentukan. Selain
itu, ada beberapa indikator peringkat
akreditasi, seperti SDM dosen Lektor
Kepala dan Guru Besar, yang sulit
dipenuhi sehingga menyebabkan
penurunan peringkat akreditasi dan
memberatkan program studi bahkan
terancam tutup.

c. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di
Universitas Mahasaraswati, menunjukkan
adanya penurunan kuota KIP Kuliah
namun jumlah pendaftar KIP Kuliah
meningkat yakni sebesar 292 dari tahun
sebelumnya 277, namun total kuota pada
tahun 2022 yang diberikan kepada PTS
Unmas Denpasar menurun 18% dari
tahun 2021.

d. L2Dikti VIII antara lain mempertanyakan
kualitas dan pembatasan penerimaan
mahasiswa Universitas Terbuka karena
berpengaruh terhadap eksistensi PTS.
Selain itu, mengusulkan agar Pemerintah
memberikan subsidi bagi proses akreditasi
Program Studai melalui LAM.

Bidang Kebudayaan di Provinsi Bali terdapat

beberapa kendala yang muncul akibat
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rendahnya (1) kesadaran masyarakat dalam
mendaftarkan HAKI terhadap karya budaya
yang dimiliki, (2) kesadaran para pelaku
seni/seniman yang memiliki sanggar/
komunitas/yayasan/Lembaga seni untuk
mengikuti Standardisasi dan Sertifikasi
Lembaga Seni, dan (3) rendahnya kesadaran
pihak hotel/restoran/pelaku wisata untuk
menyajikan karya seni budaya sebagai
tontonan wisata. Selain itu, perlu ada
program Jaminan Kesehatan/Keselamatan
Kerja bagi para Seniman /Pelaku Seni.
Masyarakat Bali juga rendah dalam
kesadaran mencatatkan benda dan barang
budaya milik mereka.

Bidang Pariwisata Provinsi Bali terdapat
beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti,
diantaranya dukungan bagi pelaksanaan
agenda wisata yaitu “Bali and Beyond Travel
Fair’ yang memiliki jaringan hingga ke 30
negara. Permasalahan yang kami hadapi
antara lain fasilitasi, pendanaan, dan
perizinan. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi
bagi pelaku wisata di berbagai wilayah
Indonesia agar menjadikan Bali and Beyond
Travel Fair, sebagai “kendaraan promosi”,
karena Bali and Beyond Travel Fair telah
memiliki jaringan yang luas.

Bidang Keolahragaan, Provinsi Bali
mengusulkan agar prioritas terhadap 14
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Cabor dalam DBON perlu ditinjau kembali,
sebaiknya diberikan kewenangan pada
daerah untuk menentukan cabang olahraga
prioritas yang dibina. Catatan lainnya adalah
bahwa jumlah Cabang Olahraga yang
dipertandingkan di PON 2024 meningkat
75,67% dari PON Papua sehingga
mengakibatkan pembengkakan anggaran
pemberangkatan atlet.

6. Bidang Perpustakaan, memiliki beberapa
kendala diantaranya (1) kurang beragamnya
koleksi pada setiap layanan anak, referensi
dan umum; (2) tempat dan prasarana kurang
memadai; (3) gedung yang tidak sesuai
dengan SNP; (4) kewenangan yang
dipersempit (lokasi layanan berkurang); dan
(5) kurangnya tenaga pustakawan,
khususnya pada jenjang terampil / penyelia,
dan ahli pertama. Pemprov Bali
mengusulkan adanya DAK atau Dana
Dekonsentrasi untuk Perpustakaan pada
tahun-tahun mendatang.

Provinsi Sumatera Selatan
1. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
a. Pemangku bidang Pendidikan dasar dan
menengah di Provinsi Sumatera Selatan
sangat mendukung kebijakan Merdeka
Belajar. Pelaksanaan Program ini terus
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berlanjut dan berdampak baik bagi
Pendidikan baik Sekolah Penggerak, Guru
Penggerak dan Organisasi Penggerak.
Pelaksanaan PIP secara umum
berlangsung baik.

. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan

BOS antara lain terkait petunjuk teknis
penggunaan dana BOS yang sangat umum
dalam penerapannya. Penetapan sekolah
yang menerima DAK fisik SMK berdasarkan
aplikasi Dapodik yang dikirimkan masing-
masing sekolah.

. Sebagian besar SMK di Sumatera Selatan

menggunakan Kurikulum 2013 (K13),
hanya sebagian kecil yang telah
menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar.
Beberapa permasalahan pada
penyelenggaran Pendidikan vokasi, antara
lain: guru bersertifikasi kompetensi
jumlahnya masih sedikit, sarana prasarana
yang memadai belum merata, DuDi belum
memperluas kesempatan bagi guru SMK
untuk magang di industri, keterserapan
lulusan di dunia kerja masih harus
ditingkatkan, Pemerintah daerah belum
maksimal dalam memfasilitasi untuk
membuat MoU Kerja sama dengan industri
untuk pelatihan dan sertifikasi bagi peserta
didik dan penempatan kerja bagi lulusan
SMK, dan Peranan OPD lainnya yang
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terlibat dalam mendukung pendidikan
vokasi masih kurang. Penyelenggaran
Pendidikan vokasi, secara umum, yang
masih perlu ditingkatkan.

d. Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan
sudah sangat baik dan dapat di pantau
melalui Sistem DAPODIK. Rekrutmen Guru
ASN PPPK telah dilaksanakan dan pada
tahun 2021. Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan membuka formasi
sebanyak 7400 untuk jenjang
SMA/SMK/SLB dan Guru yang lulus dan
menduduki jabatan sebanyak 3071 Guru.

e. Beberapa hal yang perlu diperhatikan
antara lain pentingnya peningkatan
kompetensi guru, penerapan kurikulum
merdeka yang lebih komprehensif,
peningkatan kesejahteraan guru.

2. Bidang Pendidikan Tinggi

a. Pemerintah Daerah memberikan dukungan
dalam penyelenggaran Pendidikan di
Universitas Sriwijaya. Program tri dharma
perguruan tinggi telah berjalan dan
menyatu dengan setiap aktifitas universitas
untuk seluruh sivitas akademika sehingga
dirasa sudah mampu meningkatkan
profesionalisme dosen dan meningkatkan
atmosfer akademik untuk mendorong
kemandirian perguruan tinggi.
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. Sistem informasi kenaikan pangkat dosen

yang telah ada saat ini sejatinya dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
proses kenaikan pangkat.

. Masalah dominan yang sering ditemui

dalam pelaksanaan di perguruan tinggi
adalah masalah mengenai standar nasional
pendidikan di bidang akademik. Penerapan
kebijakan dan proses akreditas yang
dilakukan oleh BAN PT saat ini dirasakan
sudah mengarah kepada proses
peningkatan kualitas pendidikan di
Indonesia.

. Evaluasi kegiatan beasiswa untuk berbagai

program dirasakan sudah sangat tepat.
Realisasi dirasakan secara adil, tidak
diskriminatif, proporsional, dan tepat
sasaran. Yang perlu dilakukan adalah
peningkatan jumlah penerima beasiswa
untuk semakin luang memberikan
kesempatan pendidikan yang layak bagi
anak bangsa.

. Program merdeka belajar kampus belajar

direspon mahasiswa kami dengan sangat
antusias, terbukti dari banyaknya
mahasiswa yang mengajukan untuk ikut
program merdeka belajar, dan mengajukan
kegiatan mandiri.
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f. Masalah — masalah yang sering muncul
terhadap penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi Swasta antara lain:
= Perubahan berbagai kebijakan

pendidikan, tata kelola, dll khususnya
kebijakan bagi perguruan tinggi yang
tidak terencana dengan baik, sehingga
menyebabkan kesulitan implementasi di
lapangan.
Link and match antara pendidikan
tinggi dan kebutuhan akan
sumberdaya manusia di lapangan kerja.
Pendidikan tinggi bagai berjalan dengan
iramanya sendiri, sementara kondisi riil
di lapangan kurang diperhatikan secara
matang. Akhirnya pendidikan tinggi
tidak mampu menjadi faktor yang
penting dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
3. Bidang Kebudayaan
Permasalahan yang sering muncul terkait
pemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan
a. Masih kurangnya kesadaran pihak
Pemerintah di Kabupaten/Kota untuk
melestarikan kebudayaan mereka dalam
hal pendanaan yang belum seimbang
dengan pembangunan infrastruktur keras
seperti jalan, perumahan dan lainnya.
b. Kebudayaan sebagai infrastruktur lunak
masih dianggap pelengkap, pemanis di
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Kabupaten/Kota dan belum sebagai
komoditi layak jual seperti halnya
pariwisata di Kabupaten/Kota padahal
kebudayaan adalah urusan Wajib bukan
Pilihan.

4. Bidang Olahraga
a. KONI Sumatera Selatan sudah

melaksanakan pembinaan terhadap atlet
dalam rangka persiapan PON, antara lain
dengan mengirimkan atlet mengikuti
event-event Kejuaraan Nasional sebagai
upaya meningkatkan kemampuan atlet.
Jumlah pemuda di Sumatera Selatan
sebanyak 2,10 juta jiwa atau 23,94% dari
jumlah penduduk Sumatera Selatan.

Permasalahan bidang olahraga antara lain:

(a) lemahnya koordinasi antar

sektor/ stakeholders yang tugas fungsinya
bersentuhan dengan penyelenggaraan
pelayanan kepemudaan, sehingga
penanganan kepemudaan terkesan
berjalan sendiri- sendiri; (b) diselesaikan
permasalahan perpecahan kepemimpinan
di tubuh induk organisasi
kepemudaan/KNPI, sehingga organisasi
kepemudaan yang dulunya di bawah
naungan KNPI menjadi bergerak dengan
tidak terkoordinir. Upaya penanganan
yang telah dilakukan: (a) sedang dalam
proses penyusunan rencana aksi daerah
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(RAD) pelayanan kepemudaan tingkat
provinsi, yang disusun oleh sebuah tim
yang terdiri dari unit
kerja/instansi/perangkat
daerah/stakeholders yang tugas fungsinya
bersentuhan dengan penyelenggaraan
pelayanan kepemudaan. Penyusunan
RAD dilaksanakan pendampingan oleh
Kemenpora; (b) telah dilaksanakan
fasilitasi terhadap pelaksanaan
rapat/pertemuan dalam rangka
konsolidasi KNPI dengan tetap tidak
mengintervensi urusan/kepentingan
internal tubuh KNPI.

Permasalahan lain adalah, Sumsel
menjadi salah satu sentra DBON, tetapi
terkendala dimana Universitas Sriwijaya
belum ada Fakultas Olahraga, baru ada
bentuk prodi. Sehingga perlu dukungan
untuk pendirian Fakultas. Hal lain yang
mengemuka di antaranya terkait
pembinaan olahraga mahasiswa.

5. Bidang Pariwisata

a.

Pemerintah Daerah sangat mendukung
terhadap target-target dalam
kepariwisataan pada Tahun 2023 melalui
meningkatkan anggaran agar mencapai
atau melampui target yang ditentukan.
Perubahan UU tentang Kepariwisataan
merupakan hal penting karena hal paling
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mendasar adalah terkait kemudahan
perizinan berusaha bagi pelaku
usaha/industri pariwisata, yang mana
semakin berkembang menyesuaikan
kebutuhan wisatawan. Terkait
aksesibilitas daya tarik wisata tersebar di
beberapa daerah yang belum didukung
oleh aksesibilitas yang memadai karena
lokasinya jauh dari pusat
Kabupaten/Kota. Terkait peningkatan
jumlah wisatawan mancanegara melalui
pembukaan kembali jalur penerbangan ke
Palembang secara langsung dari Negara
ASEAN. Hal lain yang perlu diperhatikan
adalah sertifikasi pemandu wisata, dan
peningkatan desa wisata.

Kendala atau permasalahan bidang
pariwisata antara lain adalah belum
direvisinya peraturan daerah tentang
Kepariwisataan, terutama terkait
pemberian izin usaha pariwisata dan
industri pariwisata. Sehingga diperlukan
perubahan peraturan daerah berkaitan
penyelenggaraan kepariwisataan maupun
peraturan terkait lainnya, serta merevisi
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Provinsi (RIPPARPROV) sebagai dukungan
pada sektor pariwisata.
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6. Bidang Perpustakaan
a. Diperlukan upaya persuasif kepada

masyarakat yang memiliki naskah kuno
untuk dilakukan digitalisasi dan
inventarisir dalam rangka pelestarian
dengan menjaga fisik naskah dan
kandungan nilai informasinya sebagai karya
peninggalan warisan budaya bangsa
khususnya budaya Sumatera Selatan.

. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan

kuantitas terutama perpustakaan yang ada
di masyarakat dan di Lembaga-lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki
peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai
penyedia informasi/ilmu pengetahuan dan
pengembangan SOM untuk berkontribusi di
tengah-tengah masyarakat.

. Keberadaan perpustakaan khusus atau

perpustakaan instansi masih minim
jumlahnya serta penyelenggaraan dan
pengelolaannya juga masih belum optimal
begitu juga dengan perpustakaan. Untuk
itu perlu dilakukan intensitas dalam hal
pembinaan. Namun, untuk perpustakaan-
perpustakaan khusus yang berada di
BUMN/BUMD sarana prasarana pendukung
sudah cukup baik.

. Ketercukupan tenaga fungsional

pustakawan sangat diperlukan
keberadaannya di Provinsi Sumsel, dimana
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saat ini jumlah pustakawan yang ada di
berbagai jenis perpustakaan berjumlah 190
pustakawan s.d. Desember 2022.

. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam

bidang Perpustakaan antara lain diperlukan
pembangunan perpustakaan, penguatan
literasi, penambahan pustakawan,
dukungan untuk pengembangan
Perpustakaan berbasis inklusi.

79




Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | UU NOMOR 18 TAHUN Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI, Dalam rangka membahas
2008 tentang tanggal 9 Februari 2023, pukul 10.00 hasil Pemantauan dan
PENGELOLAAN SAMPAH | WIB. Peninjauan UU.
2. | RUU tentang Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI, Dalam rangka
PENGAWASAN OBAT tanggal 13 Februari 2023, pukul 15.00 melanjutkan
DAN MAKANAN (POM) WIB. Harmonisasi RUU.
3. | RUU tentang Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Dalam rangka membahas
PENETAPAN PERPPU tanggal 14 Februari 2023, pukul 10.00 RUU.
NOMOR 2 TAHUN 2022 WIB.
tentang CIPTA KERJA
4. | MENJADI UNDANG- Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Dalam rangka mencari
UNDANG. Legislasi DPR RI dengan narasumber, masukan untuk
tanggal 14 Februari 2023, pukul 19.00 membahas RUU.
WIB.
5. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI, Dalam rangka membahas
tanggal 15 Februari 2023, pukul 10.00 RUU.
WIB.
6. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Dalam rangka
tanggal 15 Februari 2023, pukul 15.00 Pengambilan Keputusan
WIB. atas hasil pembahasan
RUU.
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1 Kunjungan Kerja Kunjungan Diplomasi Parlemen dalam rangka mencari

ke negara Jepang | masukan peningkatan kinerja Anggota Parlemen dan
tanggal 9-15 Penanganan perkara disiplin serta penerapan Hak
Februari 2023. Imunitas.

2 | Badan Menerima Audiensi dan konsultasi tentang Perubahan Paradigma
Kehormatan | Audiensi dan Etika dan Penerapan Etika dalam Pelaksanaan Tugas dan
DPRD konsultasi terkait | Fungsi DPRD.

Sumatera Tugas dan Fungsi
Barat tanggal 15
Februari 2023.

3 | BK DPRD Menerima BK DPRD Provinsi Jambi melaksanakan konsultasi ke
Provinsi konsultasi tanggal | Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk
Jambi 16 Februari 2023. | mendapatkan informasi dan masukan terkait pengaturan

kehadiran Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna dan
Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

4 | Pansus 5 Menerima BK DPRD Kota Bandung melakukan konsultasi ke
DPRD Kota | konsultasi tanggal | Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dalam rangka
Bandung 16 Februari 2023. | mencari masukan/kajian mengenai “Rancangan Peraturan

DPRD tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota
Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KSB - BKSAP GKSB DPR RI - GKSB DPR RI - Parlemen Jerman menerima Duta
Parlemen Jerman Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Mrs. Ina Lepel

menerima Duta Besar | di Gedung Nusantara III Lt. 2 (10/02/2023).
Jerman untuk
Indonesia pada 10 Indonesia dan Jerman telah menjalin hubungan
Februari 2023. diplomatik selama 71 tahun. Hubungan kerja sama
antar kedua pihak tersebut terus ditingkatkan
terlebih Jerman sebagai anggota Uni Eropa
mengambil andil dalam proses finalisasi perjanjian
perdagangan IEU-CEPA.

Selain itu, terkait regulasi Uni Eropa terkait
Deforestasi dan Carbon Border Adjustment
Mechanism (CBAM). Duta besar Jerman untuk
Indonesia H.E Ina Lepel menekankan bahwa pihak
Indonesia tidak perlu risau atas kebijakan tersebut
terlebih saat ini pemerintah Indonesia telah
menetapkan kebijakan terkait karbon.

Pemerintah Jerman akan terus membantu Indonesia
khususnya dalam upaya meningkatkan promosi

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

pariwisata dalam negeri. Terlebih tahun ini,
Indonesia telah mengirimkan delegasinya pada ajang
pameran ITB Berlin dengan harapan Indonesia
dapat mempromosikan sumber daya alam serta
sektor pariwisatanya secara lebih luas.

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk
melanjutkan studi dan bekerja di Jerman
mendorong Kerja sama yang berkelanjutan antara
Goethe sebagai Lembaga utama Pendidikan dengan
beberapa kementrian di Indonesia. Saat ini, Goethe
telah menandatangani MoU dengan Kemenkes
dalam Kurikulum untuk Poltekkes . Diharapkan
akan semakin banyak Kerja sama yang akan terjalin
kedepannya.

Hal tersebut disambut baik oleh anggota GKSB DPR
RI — Parlemen Jerman. Khususnya sebagai Langkah
awal sebelum melakukan kunjungan ke Parlemen
Jerman yang akan datang.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua GKSB DPR
RI - Parlemen Jerman, Sarifuddin Suding S.H., M.H
(F-PAN) serta Anggota GKSB DPR RI - Parlemen
Jerman, Andi Rio Padjalangi,SH, M.Kn (F-PG) dan
Dipl.Ing.Hj.Diah Nurwitasari, M.I.Pol. (F-PKS).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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2. | KSI - BKSAP 2023 Annual Delegasi BKSAP DPR RI mendampingi Ketua DPR RI

Parliamentary Hearing | menghadiri 2023 Annual Parliamentary Hearing at

at the United Nations the United Nations “Water for People and the Planet:

“Water for People and Stop the Waste, Change the Game and Invest in the

The Planet: Stop the Future”. Delegasi terdiri dari: Ketua DPR RI, Dr.

Waste, Change the (H.C.) Puan Maharani (F-PDIP), Ketua BKSAP, Dr.

Game gnd Invest in the Fadli Zon (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP, Putu
ggéblf;earlijzgz 31 3- 14 Supadma Rudana, MBA (F-PD) dan Ir. Achmad

' Hafisz Tohir (F-PAN), serta anggota BKSAP Charles
Honoris (F-PDIP), Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP)
dan Ravindra Airlangga (F-PGolkar).

Dr. Fadli Zon menyuarakan kebutuhan dan hak
publik seperti hak atas air minum, sanitasi, juga
layanan kesehatan yang bersih, mudah dan
terjangkau melalui pernyataannya yang
menyebutkan bahwa Indonesia mendukung
terciptanya tata kelola air bersih yang efisien dan
berkeadilan serta menekankan perlunya pengelolaan
air secara terpadu serta kerja sama dalam
pengelolaan sumber daya air.

Ir. Achmad Hafisz Tohir dalam forum hearing
mengemukakan perlunya merumuskan regulasi tata
kelola sumber daya air yang disepakati lintas negara

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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agar dapat mengantisipasi potensi konflik, terutama
bagi masyarakat yang ada di daerah perbatasan.
Sedangkan Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan
bahwa sistem pengairan /irigasi berbasis kearifan
lokal yang ada di Bali (Subak), telah mampu
mendistribusikan air kepada kelompoknya secara
adil dan merata. Nilai kearifan lokal yang ada
dengan demikian, perlu dijunjung tinggi sehingga
masyarakat dapat menjaga dan mengelola sumber
daya air dengan baik dan bijaksana.

Ravindra Airlangga menjelaskan langkah-langkah
yang telah ditempuh Indonesia, menanggapi
perubahan iklim dengan upaya konservasi air
seperti upaya peringatan dini secara masif untuk
mitigasi banjir dan menargetkan pembangunan 61
dam hingga tahun 2024.

Diharapkan melalui konferensi ini, komitmen global
dapat digerakkan dan dirubah menjadi kebijakan
yang dapat ditindaklanjuti untuk tata kelola air yang
lebih baik, adil, inklusif serta berkelanjutan.

3. | KSB - BKSAP Rapat Internal GKSB GKSB DPR RI - Parlemen Kroasia mengadakan rapat
DPR RI - Parlemen internal dalam rangka persiapan kunjungan

Kroasia pada 20 Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Kroasia.
Februari 2023.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Kroasia,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Ferdiansyah (F-PG) memimpin rapat internal untuk
membahas persiapan teknis kunjungan Delegasi
GKSB ke Kroasia pada tanggal 5 — 11 Maret 2023.
Delegasi berencana untuk mengadakan pertemuan
dengan Parlemen Kroasia, Kementerian Pariwisata
dan Kementerian Pendidikan.

Turut hadir secara virtual dalam rapat tersebut
Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Kroasia, dr.
Sofyan Tan (F-PDIP), Moreno Soeprapto (F-
PGerindra), Muhammad Kadafi (F-PKB), dan Marwan
Cik Asan (F-PD).

4. | KSB - BKSAP | Rapim ke-37 BKSAP Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-
DPR RI pada 21 PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-37
Februari 2023. secara hybrid pada hari Selasa.

Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua
BKSAP DPR RI yaitu Putu Supadma Rudana, MBA
(F-PD); Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS) secara fisik
dan Gilang Dhielafararez (F-PDIP) secara virtual.

Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP
di Masa Persidangan IV dan V, khususnya terkait
penyelanggaraan sidang SEAPAC dan Sidang Umum
AIPA. Dibahas juga rencana partisipasi BKSAP DPR
RI di sidang - sidang IPU 146, GOPAC UNCAC,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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PCWTO dan NAM-Parliamentary Network.

Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup
Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat,
Tamu - Tamu Parlemen dan kunjungan diplomasi
perorangan guna memaksimalkan berbagai program
kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.

KSB - BKSAP

BKSAP DPR RI dan
Anggota Komisi I
menerima Delegasi
AFET Parlemen Eropa
pada 21 Februari 2023.

Pimpinan BKSAP DPR RI bersama Anggota Komisi I
menerima Delegasi European Parliament's Committee
on Foreign Affairs (AFET) di Ruang Delegasi, Gedung
Nusantara III Lt. 2.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi
mengenai transisi energi, keamanan kawasan,
refugee dan Presidensi Indonesia di G20 tahun lalu
serta ASEAN/AIPA pada tahun ini. Ketua BKSAP
memaparkan keberhasilan DPR RI dalam menjadi
tuan rumah P20 yang diharapkan menjadi semangat
bagi Indonesia dalam presidensi ASEAN dan AIPA.
Dalam aspek transisi energi, Indonesia telah
memasuki fase tersebut yang juga didukung dengan
komitmen kuat arah industri kelapa sawit Indonesia
menjadi lebih berkelanjutan. Ketua BKSAP juga
menyerukan komitmen negara - negara maju dalam
mendukung pendanaan transisi energi bagi negara -
negara berkembang termasuk, Indonesia. Terkait

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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industri pertahanan dan penanganan pengungsi,
DPR RI siap berkomunikasi dan berdiskusi dengan
Parlemen Eropa untuk meningkatkan kerja sama.
Pimpinan BKSAP dan Anggota Komisi I juga
berkesempatan memberikan update terkini terkait
perkembangan situasi politik di Indonesia
menghadapi Pemilu pada tahun 2024.

Ketua Delegasi AFET, Hon. Mr. David McAllister
berterima kasih atas penerimaan hangat dan sikap
proaktif DPR RI yang selalu menerima Delegasi
Parlemen Eropa. Pihaknya juga mengapresiasi
Keketuaan DPR RI di P20 dan mendukung
presidensi Indonesia di ASEAN dan AIPA. Parlemen
Eropa menyambut baik komitmen Indonesia dalam
transisi energi dan pencapaian perdamaian di dunia.

6. | KSB - BKSAP | Pertemuan Ketua Pimpinan BKSAP DPR RI (Ketua BKSAP Dr. Fadli
BKSAP DPR RI dengan | Zon dan Wakil Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera
Koordinator Wartawan | menerima Ketua Ketua Koordinatoriat Wartawan
Parlemen pada 21 Parlemen (KWP) 2022-2024 beserta Pengurus di
Februari 2023. Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III Lt. 2.

Dalam silaturahmi tersebut Ketua KWP Periode
2022-2024 Ariawan, S.AP.,MH ,MA., didampingi
Sekretaris KWP, Rafyq Panjaitan,.SIP menyampaikan
dukungan untuk bersinergi dengan BKSAP DPR RI

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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terkait peliputan dan mengupdate berita-berita
kegiatan BKSAP di dalam maupun di luar negeri dan
meminta masukan serta langkah-langkah strategis
dalam optimalisasi pemberitaan positif parlemen
untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Dengan jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 175
orang, disampaikan pula beberapa program kerja
KWP yang hendak merangkul dan melibatkan
segenap teman-teman wartawan yang bertugas di
lingkungan DPR untuk bersama-sama membangun
kinerja yang baik dan kondusif.

BKSAP mengharapkan adanya hubungan kerja sama
yang baik sinergis dan konstruktif khususnya
terhadap pemberitaan kegiatan BKSAP dan
Diplomasi Parlemen Indonesia.

KSB - BKSAP

Courtesy Call Wakil
Ketua BKSAP DPR RI
dan GKSB DPR RI -
Parlemen Swiss dengan
Duta Besar Swiss
untuk Indonesia pada
22 Februari 2023.

Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana (F-PD)
dan GKSB DPR RI - Parlemen Swiss menerima Duta
Besar Swiss, H.E. Mr. Olivier Zehnder pada hari
Rabu di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III Lt. 2
(22/02/2023).

Wakil Ketua BKSAP mengucapkan selamat kepada
Duta Besar Swiss yang baru saja menyerahkan
surat kepercayaannya ke Presiden RI dan berharap

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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dengan kedatangan Duta Besar yang baru dapat
membawa manfaat positif bagi hubungan kedua
negara. Wakil Ketua BKSAP dan GKSB Swiss juga
menekankan pentingnya kerja sama di bidang
pariwisata, pendidikan vokasi, ekonomi dan
perdagangan.

Duta Besar Swiss menyampaikan setelah
diratifikasinya Indonesia - EFTA CEPA dipenghujung
2021, mendukung penguatan kerja sama dagang
dan investasi antara kedua negara. Pihaknya juga
menyampaikan demi Kawasan Asia Tenggara dapat
berkembang lebih pesat dan berkelanjutan, Swiss
perlu meningkatkan kerja sama pembangunan
dengan Indonesia di berbagai bidang, termasuk
dalam industri energi, kelapa sawit dan pendidikan
vokasi yang berkelanjutan. Untuk merealisasikan
hal tersebut, selain menghubungkan institusi
pendidikan dan pemerintahan, Duta Besar juga
menekankan pentingnya interaksi atau kerjas ama
antara sektor swasta kedua negara dan menyambut
baik peningkatan kerja sama antar parlemen,
termasuk saling kunjung diantara kedua parlemen.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Swiss, Bramantyo
Suwono (F-PD) berharap agar Indonesia - Swiss
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dapat bertukar pikiran dan pengalaman dalam
pembuatan legislasi pendidikan vokasi dan
meningkatkan hubungan antar-masyarakat
Indonesia dan Swiss. Ketua GKSB juga
menyampaikan bahwa selain destinasi wisata favorit
di Indonesia seperti Bali dan Lombok, masih amat
banyak tujuan pariwisata yang menarik dan perlu
dikunjungi, termasuk 10 destinasi wisata prioritas
yang sedang dipromosikan Indonesia. Kedepannya
GKSB DPR RI - Parlemen Swiss dan Duta Besar
Swiss akan mengadakan pertemuan lanjutan guna
memperdalam informasi maupun potensi kerja sama
kedua negara.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota
GKSB DPR RI - Parlemen Swiss, Tina Nur Alam (F-

PNasdem).
8. | KSB - BKSAP Rapat Internal GKSB GKSB DPR RI - Parlemen Swiss mengadakan rapat
DPR RI - Parlemen internal dalam rangka pembahasan agenda kegiatan
Swiss pada 22 Februari | dan rencana kunjungan GKSB DPR RI — Parlemen
2023. Swiss (22/02/2023).

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Swiss, Bramantyo
Suwondo (F-PD) memimpin rapat internal untuk
membahas rencana kegiatan GKSB DPR RI -
Parlemen Swiss. Menyampaikan hasil pertemuan
dengan Duta Besar Swiss, Ketua GKSB memberikan
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arahan untuk mengagendakan working lunch antara
GKSB Swiss, Duta Besar Swiss serta Pengusaha dan
Ahli asal Swiss untuk menggali potensi kerja sama
kedua negara dan memperdalam isu - isu penting
Indonesia dan Swiss, khususnya dibidang
pembangunan berkelanjutan, pariwisatan dan
pendidikan vokasi.

Terkait kunjungan GKSB ke Swiss, diagendakan
pertemuan dengan Parlemen Swiss, Kementerian
Pendidikan, Kementerian Pariwisata dan kunjungan
ke Politeknik di Swiss untuk mempelajari kerja sama
lembaga pendidikan dengan sektor swasta dan
pemerintah.

Turut hadir secara fisik dalam rapat tersebut
Anggota GKSB DPR RI - Swiss, Tina Nur Alam (F-
PNasdem) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD)
secara virtual.

9. | KSI - BKSAP SEAPAC Conference Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
and General Assembly | akan menggelar SEAPAC Conference and General
“Parliamentary Actions | Assembly Parliamentary Actions on Political Finance
on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in

Oversight and Southeast Asia pada 27-28 Februari 2023.
Combating Green

Corruption in Southeast

The Southeast Asia Parliamentarians against
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Asia” pada 26 — 28 Corruption (SEAPAC) sendiri merupakan organisasi
Februari 2023. anti korupsi Parlemen Asia Tenggara yang memiliki

kepedulian dan fokus pada isu-isu anti korupsi dan
good governance.

Kegiatan ini akan dibagi dalam beberapa sesi, yakni:
1. Addressing the Root of Political Corruption in
Southeast Asia: Parliaments’ Role in Regulating
and Monitoring Political Finance;
2. Galvanizing Parliamentary Actions and
Partnerships to Combat Green Corruption;
3. SEAPAC General Assembly 2023.

10. | KSB - BKSAP | Rapat Internal GKSB Grup Kerja sama Bilateral DPR RI — Parlemen Afrika

DPR RI - Parlemen Selatan mengadakan rapat internal dalam rangka
Afrika S§1atan pada 27 | pembahasan program kerja GKSB DPR RI —
Februari 2023. Parlemen Afrika Selatan (27/02/2023).

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Afrika Selatan, Dr.
Andreas Hugo Pareira (F-PDIP) memimpin rapat
internal secara daring untuk membahas program
kerja GKSB DPR RI ke Afrika Selatan.

Delegasi berencana untuk mengadakan pertemuan
dengan KBRI di Pretoria, pertemuan dengan
kementrian Pariwisata dan kementerian Luar Negeri
Afrika Selatan, pertemuan dengan Deputy speaker
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parlemen Afrika Selatan, mengadakan working
dinner dengan KBRI, kunjungan ke kampung
Macasar di Cape Town dan mengadakan pertemuan
dengan mitra industri Indonesia di Afrika Selatan.

Rencananya kunjungan akan diadakan pada bulan
Maret tahun ini. Kunjungan GKSB bertujuan untuk
meningkatkan hubungan bilateral antara kedua
negara melalui kerangka kerja sama antar-parlemen.

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota GKSB
DPR RI - Parlemen Afrika Selatan, M. R Thsan
Yunus, BA, B.Comm, M.E. Con (F-PDIP), Drs. H.
Andi Muawiyah Ramly M.Si (F-PKB), H. Suryadi Jaya
Purnama, ST (F-PKS).
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(09 - 28 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO PIHAK KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN
1. --- Kunjungan Kerja Dalam | Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi
Negeri: pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota

DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:

10-12 Februari 2023. 1. Membangun komgnikasi yang efektif dengan para

9. Taneerane. Banten pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai

g g, ) -

13-15 Februari 2023. pentingnya program Jamkestama, ter.utama. untuk
PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider
sebagai penyelenggara program Jamkestama
khususnya bagi Anggota DPR I daerah pemilihan
Papua beserta keluarganya.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT.
Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam
pelaksanaan program Jamkestama.

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai
pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah
sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi
Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih
ditemui beberapa rumah sakit provider belum
melaksanakan layanan jamkestama sesuai standar.

1. Bekasi, Jawa Barat,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Sidang III & Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023
(09 - 28 Februari 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Direktorat Jenderal | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kegiatan Paket Meeting
Industri Agro Keuangan Negara. | dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan
Kementerian Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Perindustrian RI Paket Meeting Kementerian Perindustrian RI (Ibu Merrijantij
dilaksanakan Punguan Pintaria) dalam rangka menerima
pada tanggal 14 masukan terhadap usulan tema penelahaan BAKN
s.d. 16 Februari DPR RI tentang Penerimaan Negara dari Produk
2023. Kelapa Sawit dan Turunannya.
2. Badan Pemeriksa Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke

Keuangan RI

Keuangan Negara.

Kunjungan Kerja,
dilaksanakan
pada tanggal 26
s.d. 28 Februari
2023.

Provinsi Jawa Timur, selanjutnya melakukan
pertemuan dengan Anggota BPK dan Kepala
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
dalam rangka Memberikan masukan kepada BPK
RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan,
hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan
kualitas laporan.
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